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Peneitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui konsep tindak 
pencemaran nama baik dalam berita yang dimuat di koran sekaigus mengetahui  
siapa yang bertanggung jawab berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pers 
terhadap pencemaran nama baik dalam berita di koran 
Penelitian ini dilaksanakan pada perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, dan perpustakaan PT. Media Fajar Koran Makassar. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pencemaran 
nama baik dalam berita yang dimuat di koran adalah tulisan yang bersifat 
melawan hukum dan memiliki keterkaitan yang utuh antara pikiran dan 
perasaan yang menghina seseorang yang diakukan melalui koran yang 
dicetak dan dipublikasikan ke masyarakat sehingga menimbulkan kerugian 
terhadap orang yang diberitakan. Pencemaran nama baik dalam berita di 
koran terjadi setelah adanya kerjasama piha-pihak yang bertugas dalam 
mempubikasikan berita. Subyek hukum yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran nama baik dalam berita di 
koran adalah wartawan, redaksi, pimpinan redaksi dan pencetak.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Media Massa adalah institusi pers yang berperan sebagai agent 
of change, yaitu pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama media 
massa sebagai media edukasi dan informasi, memberi pencerahan dan 
menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan jujur. 
Peran ini merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional yang 
memerlukan sarana pendukung dalam pelaksanaannya. Menurut I 
Wayan Suandara, media massa merupakan sarana ampuh dalam bidang 
publikasi, baik untuk menyebarluaskan pemberitaan, ilmu pengetahuan, 
sosial politik, ekonomi dan teknologi maupun sebagai alat penggerak 
serta mengarahkan partisipasi masyarakat ikut melaksanakan 
pembangunan1. 
Untuk melaksanakan peran media massa yang sangat strategis 
bagi tercapainya pembangunan nasional itu, maka media massa perlu 
mendapat kebebasan untuk menjalankan fungsinya secara optimal. 
Kebebasan pers merupakan salah satu indikator pendukung negara yang 
berbasis demokrasi. Kebebasan pers adalah bagian dari hak asasi 
manusia yang dijamin oleh Pancasila, UUD 1945 (Pasal 28) 
                                                 
1 A. Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A. Manalu, 1987, Delik-Delik Pers Indonesia, 
Jakarta PT. Media Sarana Press, hlm 1. 
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dan  terutama di dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang 
Pers. Kebebasan pers dimaksudkan untuk menjamin  adanya transaksi 
informasi yang bersifat dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. 
Pers merupakan media komunikasi yang diharapkan dapat menimbulkan 
pengetahuan, pengertian, persamaan persepsi dan partisipasi 
masyarakat sehingga demokrasi dapat terlaksana dengan baik, sehingga 
pers menempati posisi yang tidak kalah pentingnya dalam perkembangan 
demokrasi yang terjadi di Indonesia. 
Bagi pers, hal itu merupakan refleksi konkret dari kebebasan 
untuk mengeluarkan pendapat dengan tulisan yang sekaligus sebagai 
realisasi dari adanya hak untuk menyampaikan informasi dan 
pembentukan opini masyarakat yang konstruktif serta bentuk partisipasi 
dalam kaitannya dengan komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa2. 
Pasal 4 ayat (1) UU Pers menegaskan bahwa “kemerdekaan pers 
dijamin sebagai hak asasi warga negara”. Hak asasi merupakan hak 
dasar yang melekat pada diri manusia  secara kodrati, universal dan 
langgeng sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi seperti 
yang tertuang dalam Pasal 14 (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 
1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa “setiap orang berhak untuk 
berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.” Pasal ini 
                                                 
2 Samsul Wahidin, 2006, Hukum Pers, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 
12. 
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mencerminkan asas principle of liberty (prinsip kebebasan) dalam 
bidang informasi di Indonesia sebagai penghormatan dan jaminan 
perlindungan hak asasi manusia. 
Konsep tentang kebebasan pers meskipun sudah tertulis secara 
jelas dalam aturan perundang-undangan, namun dalam 
pelaksanaannya kebebasan pers yang demikian besar seringkali tidak 
sesuai dengan yang diharapkan. Padahal pasal 5 ayat (1) UU Pers telah 
menjelaskan bahwa “pers nasional berkewajiban memberitakan 
peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa 
kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”.  
Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pers dalam 
menginformasikan suatu berita kepada khalayak sebenarnya 
merupakan bentuk kegiatan komunikasi yang harus memerhatikan etika 
komunikasi dan norma-norma seperti yang disebutkan dalam UU Pers. 
Etika dalam suatu berita menjadi sangat penting karena seringkali 
konsumen media disinggung namanya dalam pemberitaan. Nuansa 
berita sepihak cenderung memojokkan pihak-pihak yang diberitakan 
dalam suatu media dikarenakan lemahnya sumber daya manusia dari 
pekerja media itu sendiri. Permasalahan yang muncul adalah ketika 
pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau menghina seseorang 
atau institusi bahkan di dalam pemberitaannya mengandung unsur 
kesengajaan (opzet) dan unsur kesalahan (schud) yang memenuhi 
unsur-unsur tindak pidana. 
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Beberapa contoh kasus besar yang terjadi di Indonesia 
menyangkut kasus tindak pidana penghinaan yang dikategorikan dalam 
pencemaran nama baik antara lain adalah : 
1. Kasus penghinaan terhadap Tommy Winata, seorang pengusaha 
yang juga pemilik Bank Artha Graha, yang dimuat di Majalah 
Tempo, edisi 3-9 Maret 2003 halaman 31 memuat tulisan berjudul 
“Ada Tomy di Tanabang?”. Berita tersebut terkait peristiwa 
kebakaran di Pasar Tanah Abang pada tangga 19 Februari 2003. 
Artikel Tempo mengudang reaksi keras dari Tomy dan mengajukan 
tuntutan perdata dan pidana terhadap Tempo3.  
2. Kasus penghinaan terhadap mantan Presiden Megawati oleh surat 
kabar Harian Rakyat Merdeka (Jakar/Jakarta Pos Group). Judul dari 
berita harian Rakyat Merdeka dinilai menghina Megawati. “Mulut 
Mega Bau Solar”, edisi 6 Januari 2003. “Mega Lintah Darat”, edisi 8 
Januari 2003. “Mega Lebih Ganas dari Sumanto”, edisi 4 Januari 
2003 dan “Mega Cuma Sekelas Bupati”, edisi 4 Februari 20034. 
3. Kasus penghinaan Akbar Tanjung oleh harian Rakyat Medeka yang 
memuat sebuah karikatur berupa gambar seorang lelaki yang berdiri 
tanpa memakai baju yang terbit pada 08 Januari 2002 5.   
                                                 
3 Tjipta Lesmana, Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers, antara Indonesia dan 
Amerika, Penerbit Erwin-Rika Press, Jakarta, 2005, hlm 39. 
4 Dedy Arisandi, 2011, “Delik Pers dan Pertanggungjawaban Pidana Pers Dalam 
Kasus Pencemaran Nama Baik” (Tesis Pascasarajana tidak diterbitkan Fakutas Hukum 
Universitas Air Langga, Surabaya), hlm 26. 
5 Sirikit Syah, 2011, Rambu-rambu Jurnalistik; Dari Undang-undang Hingga Hati 
Nurani, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 66. 
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4. Kasus penghinaan oleh Koran Tempo terhadap Kejaksaan Agung 
RI tulisan Bursihar Lubis, seorang penulis senior yang menulis 
dalam bentuk opini dengan judul “Kisah Interogator yang Dungu,” 
edisi 17 Maret 20076. 
Melihat beberapa contoh kasus di atas, ternyata kasus 
pelanggaran etika pers khususnya pencemaran nama baik sering terjadi 
di media cetak khususnya koran. Koran rentan terkena kasus 
pelanggaran pers karena koran meliput berita secara mendalam 
dibandingkan media elektronik. Di sebagian besar kota, tidak ada sumber 
berita yang bisa menyamai keluasan dan kedalaman liputan berita koran. 
Ini memperkuat populeritas dan pengaruh koran7.  
Menururt Haris Sumadiria berita adalah laporan tercepat mengenai 
fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi 
sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, 
radio, televisi atau media online internet8. Koran harus cermat memilih 
berita agar berita yang dimuatnya tidak semuanya diketahui para 
pembacanya dari radio dan televisi9. Hal ini menjadi kunci sebuah karya 
jurnalistik cetak.  
                                                 
6 Tempo, edisi 17 Maret 2007, judul “Kisah Interogator yang Dungu”, kolom 
pendapat. 
7 Jhon Vivian, Teori Komunikasi Massa, edisi Ke delapan Cetaka I, Jakarta, Kencana, hlm 
71. 
8 Haris Sumadiria, 2005, Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature, Bandung, 
SRM,  hlm. 64-65. 
9 Haris Munandra dan Duddy Priatna, 2004, Media Massa & Msyarakat Modern, 
Cetakan Kedua, Jakarta, Prenada Media, hlm. 214. 
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Sama seperti komunikasi massa lainnya, selain sebagai penyedia 
informasi koran adalah perusahaan bisnis yang harus mencetak laba10. 
Pada prinsipnya, badan hukum yang didirikan  untuk mencari keuntungan 
adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Pada 
ranah praktik perusahaan pers lebih banyak memilih bentuk badan 
hukum PT11.  
Beberapa contoh perusahaan-perusahaan surat kabar (koran) 
yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) diantaranya 
adalah PT. Fajar Koran, PT. Koran Tempo Media, PT. Jawa Pos dan PT 
Kompas Media Nusantara. Pengaturan tentang badan hukum  pers 
terdapat Pasal 1 angka 2 dan Pasal 9 ayat (2) UU Pers. Pasal 1 angka 2 
UU Pers menyatakan bahwa “perusahaan pers adalah badan hukum 
Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan 
media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media 
lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau 
menyalurkan informasi. “Pasal 9 ayat (2) UU Pers menyatakan bahwa 
“setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. 
Perbedaan media cetak dengan media massa lainnya teretak pada 
aturan konteks dan isi karena regulasinya memang sangat sedikit jika 
dibandingkan regulasi terhadap media elektronik. 
                                                 
10 Ibid, hlm. 171. 
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Media cetak selama penerbitnya menghormati aturan hukum yang 
ada, koran bisa menerbitkan apa saja. Jika koran tidak suka dengan 
calon presiden dari Partai Demokrat misalnya, koran itu bisa menyatakan 
terang-terangan. Kalau koran memuat foto seronok atau diprotes 
pembacanya, ia bisa membuat dalih apa saja demi meredam protes. 
Kecaman dari manapun, politisi, artis, bisa ditangani dengan relatif 
mudah12. 
Terkait pertikaian antara pers dengan pihak yang namanya 
disinggung dalam suatu pemberitaan yang dinilai sebagai bentuk 
penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan pers serta melanggar 
ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Pers, dalam beberapa kasus pers 
diselesaikan melalui pengadilan.  
Sebenarnya dalam UU Pers telah memuat tentang sistem 
pertanggungjawaban dan sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pers 
mengenai pelanggaran kewajiban pers. Upaya penyelesaian pun sudah 
diatur dengan hak jawab dan hak koreksi. Berdasarkan pasal 1 angka 11 
UU Pers, “hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk 
memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa 
fakta yang merugikan nama baiknya”. Hak koreksi menurut Pasal 1 
angka 12 UU Pers adalah “hak setiap orang untuk mengoreksi atau 
membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik 
tentang dirinya maupun tentang orang lain”. Pertanggungjawaban pidana 
                                                 
12 Haris Munadar dan Duddy Priatna, Op.cit., hlm. 169 
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yang diatur dalam UU Pers lebih mengarah kepada pertanggungjawaban 
korporasi. Hal ini tercantum dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang Pers 
berbunyi, “perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) 
dan ayat (2) UU Pers, serta Pasal 13 yang berbunyi, “perusahaan pers 
dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu 
agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, 
serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat”, dipidana 
dengan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. 
Untuk pihak yang bertanggungjawab, penjelasan pasal 18 ayat (2) UU 
Pers menunjuk penanggungjawab sebagai perwakilan dari perusahaan 
pers. Menurut penjelasan Pasal 12 UU Pers, penanggungjawab adalah 
penanggungjawab perusahaan pers bidang usaha dan bidang redaksi. 
Penanggungjawab bidang usaha adalah pemimpin perusahaan yang 
bertugas mengembangkan pemasaran surat kabar, sedangkan 
penanggungjawab bidang redaksi adalah pemimpin redaksi yang 
bertugas mengembangkan produk surat kabar.  
Sistem pertanggungjawaban yang diatur dalam UU Pers ini dirasa 
masih kurang adil bagi masyarakat. Masyarakat lebih memilih somasi 
(melayangkan surat protes resmi serta tuntutan ganti rugi ke media 
massa yang dianggap melakukan pelanggaran) dan memilih langsung 
menuntut pers ke pengadilan, kiranya dapat ditelusuri kenyataan proses 
penyelesaian prosedural sebagai berikut: 
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Tabel 
Proses Penyelesaian dan Mekanisme yang Diatur dalam UU Pers 
 
Penyelesaian 
Prosedural 
Kenyataan Proses Penyelesaian 
Mengirim surat 
pembaca atau 
meminta pemuatan 
hak jawab di media 
yang dianggap 
melanggar kode etik 
Surat pembaca/pemirsa/pendengar atau hak 
jawab dimuat di media pers tetapi mengalami 
(1) editing narasi yang berlebih atau (2) waktu 
pemuatan hak jawab terlalu lama dari sejak hak 
jawab itu dikirim, khalayak terlanjur memvonis 
korban. 
Mengadu ke Dewan 
Pers 
Pengaduan secara birokratis dengan hasil 
“hanya” berupa rekomendasi atau pengumuman 
pers tercela. Rekomendasi tidak pasti dimuat di 
media dan Dewan Pers tidak memiliki pasukan 
untuk memediasi kasus-kasus pelanggaran 
etik13. 
(Sumber data: Masduki, Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnaistik, (Yogyakarta: UII Press, 2003, hm 
93)   
Secara khusus UU Pers tidak memiliki pasal-pasal yang 
mengatur tentang delik-delik pers. Padahal dalam KUHP dapat 
ditemukan beberapa aturan yang dapat dikategorikan sebagai delik 
                                                 
13 A. Hamzah, I wayan Suandra, B.A. Manalu, 1987, Delik-delik Pers di Indonesia, 
Jakarta, Media Sarana Pers, hlm. 67 
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pers.14 Delik-delik tersebut yaitu: delik penghinaan, delik penyebaran 
kebencian, dan delik kesusilaan/pornografi. Tidak ditemukannya aturan 
tentang delik-delik pers tersebut membuka peluang untuk 
diberlakukannya KUHP dalam penyelesaian sengketa pers dengan orang 
dan atau badan hukum yang diberitakan.  
Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 12 UU Pers bahwa 
selama menyangkut pertanggungjawaban pidana maka mengikuti 
undang-undang yang telah berlaku. Berita pers yang mengarah kepada 
perbuatan pidana maka yang diberlakukan adalah Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) atau undang-undang lainnya 
seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) apabila 
dituntut tentang ganti rugi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila menyangkut tentang 
kegiatan pers yang dilarang dalam transaksi elektronik, Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 202 Tentang Penyiaran apabila menyangkut tentang 
kegiatan pers yang dilarang dalam siaran radio dan televisi, dan undang-
undang lainnya yang terkait. 
Berlakunya KUHP dalam kasus pers, maka berlaku pula 
pertanggungjawaban pidana. Pihak-pihak yang bertanggungjawab juga 
harus ditentukan berdasarkan sistem pertanggungjawaban pidana 
menurut KUHP. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 12 UU Pers 
bahwa “selama menyangkut pertanggungjawaban pidana maka mengikuti 
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undang-undang yang telah berlaku.” Mencermati uraian di atas, maka 
diperlukan  kajian hukum sebagai upaya untuk mendapatkan jawaban 
yang komprehensif atas konsep tidak pidana pencemaran nama baik dan 
pihak-pihak yang bertanggungjawab berkaitan dengan 
pertanggungjawaban pidana pers terhadap pencemaran nama baik 
dalam berita di koran. 
B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 
diuraikan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pers terhadap tindak pidana 
pencemaran nama baik dalam berita dikoran? 
2. Siapakah yang bertanggungjawab berkaitan dengan 
pertanggungjawaban pidana pers terhadap pencemaran nama baik 
dalam berita di koran? 
C.  Tujuan Penelitian 
  Adapun penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Mengetahui konsep tindak pencemaran nama baik dalam berita yang 
dimuat di koran 
2. Mengetahui siapa yang bertanggung jawab berkaitan dengan 
pertanggungjawaban pidana pers terhadap pencemaran nama baik 
dalam berita di koran 
D.  Manfaat Penelitian 
  Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
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1. Secara Teoritis 
Penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum 
dan UU Pers terkait pertanggungjawaban pidana pers terhadap isi 
berita yang bermuatan pencemaran nama baik di koran. 
2. Secara Praktis 
a. Bagi legislatif, penelitian ini dapat memberi masukan dan evaluasi 
terhadap UU Pers agar tidak terjadi polemik dan kontroversi 
berlarut-larut apabila terdapat pertikaian menyangkut pencemaran 
nama baik di koran. 
b. Bagi masyarakat, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat agar 
dapat mengetahui kualifikasi berita yang masuk dalam kategori 
pencemaran nama baik dan pertanggungjawaban pidana pers 
terkait pelanggaran isi berita yang bermuatan pencemaran nama 
baik di koran. Harapannya, masyarakat sebagai konsumen media 
memiliki wawasan yang komprehensif sesuai perundang-undangan 
yang berlaku sehingga dapat meningkatkan peran masyarakat 
untuk turut mengawasi kebebasan pers. 
c. Bagi pers, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk menjalankan 
profesi jurnalis sebagai pers yang bertanggungjawab dalam 
menjalankan tugasnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Tindak Pidana 
Menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana (strafbaar feit) adalah 
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 
melanggar aturan tersebut.15 Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :  
1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan 
diancam pidana. 
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang 
ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan 
kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.  
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena 
antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat 
pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan 
orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan 
olehnya”.  
Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya 
dirumuskan dalam peraturan  perundang-undangan pidana tentang 
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam 
                                                 
15 Moeljanto, 1980. Azas-azas Hukum Pidana, Univeristas Gajah Mada, Universitas Air 
Langga, Universitas Islam Indonesia. 
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rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat 
khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari 
perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat 
perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman  pidana kalau 
dilanggar. 
Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :  
1. Kelakuan dan akibat  
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang 
dibagi menjadi :  
a. Unsur subyektif atau pribadi yaitu mengenai diri orang yang 
melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang 
diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak 
pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c UU 
No. 3 Tahun 1971 atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU 
No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima 
hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan  pegawai negeri 
maka tidak mungkin diterapka pasal tersebut.   
b. Unsur obyektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan di luar 
si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di 
muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan 
kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak 
dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal 
  
 
15 
ini. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, 
memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.  
Sementara itu Wirjono Projodikoro dan Soesilo ternyata 
mengartikan delik sebagai tindak pidana16. Moeljanto beralasan bahwa 
istilah perbuatan pidana yang digunakannya lebih karena perbuatan 
lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan cabul, 
kata perbuatan jahat dan kata perbuatan melawan hukum. Perbuatan 
menurut Moeljanto adalah kepanjangan dari istilah starfbaarfeit.      
Wirjono Prodikoro lebih cenderung menggunakan istilah tindak 
pidana karena tindak pidana menurut beliau dapat diartikan sebagai 
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan 
Soesilo menggunakan pula istilah tindak pidana. 
Istilah delik H.J Van Schravendiik mengartikannya sebagai 
perbuatan yang boleh di hukum, sedangkan Utrecht lebih menganjurkan 
pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau 
meliputi perbuatan (andelen) atau doen positif atau melainkan (visum 
atau nabetan atau  met doen, negativ/maupun akibatnya. 
 Dengan tidak memperkecil arti dari perbuatan (pidana) yang 
diintodusir oleh Moeljanto, sebagai terjemahan dari fiet (strafbaarfeit) 
yang kebetulan sesuai dengan istilah yang dipakai oleh Schravendiik, 
maka yang paling tepat ialah peristiwa (pidana) sebab dalam tiap-tiap 
peristiwa selalu ada peranan manusia. 
                                                 
16 Projodikoro, Wirjono, 1979. Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, Liberty, Jogyakarta. 
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Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana 
tersebut sebagai terjemahan delik (Strafbaarfeit) menurut penulis tidak 
mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan mendekati 
makna straafbaarfeit, tergantung dari pemakaian, misalnya saja Wirjono 
Prodojikoro menggunakan istilah peristiwa pidana, sedangkan selama 
kurang lebih dua puluh tahun beliau menggunakan istilah “tindak pidana”. 
B. Pengertian Pers 
Perkataan pers berasal dari bahasa Belanda yang artinya 
menekan atau mengepres. Kata pers merupakan padanan kata press 
dalam bahasa Inggris berarti menekan atau mengepres. Kata pers secara 
harfiah mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan 
perantara barang cetakan. Namun saat ini kata pers sudah digunakan 
pada semua aktivitas yang berkaitan dengan jurnalistik, terutama 
menyangkut kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita 
baik oleh wartawan media cetak maupun media elektronik. 
Dengan demikian pengertian pers mencakup kegiatan komunikasi 
yang dilakukan dengan perantara barang cetakan ataupun juga dengan 
komunikasi lewat media elektronik seperti televisi, radio dan media sosial. 
Sedangkan Undang-undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 
mengartikan pers sebagai lembaga sosial wahana komunikasi massa 
yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memiliki, 
memperoleh, menghimpun, mengolah dan menyampaikan informasi baik 
dalam bentuk tulisan, suara, gembar serta data dalam grafik maupun 
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dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media 
elektronik dan segala jenis uraian yang ada. 
Menurut Weinern, pers memiliki tiga arti. Pertama, wartawan 
media cetak. Kedua, publisitas atau peliputan. Ketiga, mesin cetak-naik.17 
Selanjutnya Oemar Seno Adji mendefinisikan pers dalam arti sempit yaitu 
pers yang menjelma dalam surat-surat kabar, majalah, buku-buku dan 
barang cetakan lain.18 Dari pendapat kedua ahli tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa pers adalah pekerja media yang mencari dan 
mempublikasikan berita di media cetak (printing media). 
Secara umum pers dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pers dalam arti 
luas dan pers dalam arti sempit. Pers dalam arti luas adalah media 
tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, 
pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat luas secara regular. 
Sedangkan pers dalam arti sempit diartikan sebagai media tercetak 
seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan majalah dan bulletin, 
sedangkan media elektronik meliputi radio film dan televisi19. Dari artian 
luasnya, laporan yang dimaksud adalah suatu bentuk tulisan yang telah 
melalui proses yang dimulai dari pengumpulan bahan sampai pada 
penyiaran. 
Definisi pers apabila dikaitkan dengan Pasal 28 Undang-undang 
1945, yang menjelaskan tentang kemerdekaan mengeluarkan pikiran 
                                                 
17 Amir Effendi Siregar, Op.cit., hlm. 7. 
18 A. Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manalu, Op.cit., hlm. 2 
19 Samsul Wahidin, Op.cit., hlm. 34. 
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dengan lisan dan tulisan, pers merupakan suatu perwujudan kedaulatan 
rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegra yang demokratis. Berdasarkan 
fungsi dan perannya, lembaga pers sering disebut sebagai pilar keempat 
demokrasi (the fourth estate) setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif serta pembentuk opini publik yang paling potensial dan efektif.20 
Pers sebagai pilar keempat negara demokrasi merupakan perwujudan 
dari Pasal 28 Undang-undang 1945, sehingga lahirlah pers sebagai 
lembaga kemasyarakatan yang disebut pers Pancasila. Pers Pancasila 
dirumuskan sebagai berikut: 
1. Pers Nasional adalah pers Pancasila dalam arti pers orientasi, sikap 
dan tingkah lakunya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. 
2. Pers Pancasila adalah pers pembangunan dalam arti mengamalkan 
Pancasila dan UUD 1945 dalam membangun berbagai aspek 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk 
pembangunan per situ sendiri. 
3. Hakekat pers Pancasila adalah pers yang sehat yaitu pers yang 
bebas dan bertanggungjawab guna mengembangkan suasana saling 
percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dengan 
mekanisme interaksi positif antara pers, pemerintah dan 
masyarakat.21 
                                                 
20 Prija Djatmaka, 2004, Strategi Sukses Berhubungan dengan Pers dan Aspek-aspek 
Hukumnya, Malang, Banyumedia Publishing, hlm. 11-12. 
21 Samsul Wahidin, Op.cit., hlm. 48 
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Pers sebagai salah satu sarana pendukung pembangunan 
nasional diberikan hak oleh negara untuk melaksanakan tugasnya 
dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Hak pers dijelaskan 
dalam Pasal 4 UU Pers, yaitu: 
1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara. 
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan 
atau pelanggaran penyiaran. 
3. Untuk menjamin keperdekaan pers, pers nasional mempunyai hak 
mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, 
wartawan mempunyai hak tolak. 
Secara khusus, Pasal 6 UU Pers mengatur peran pers nasional 
dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut: 
1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; 
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya 
supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta 
menghormati kebhinekaan; 
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, 
akurat dan benar; 
4. Melakukan pengawasan kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal 
yang berkaitan dengan kepentingan umum; 
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. 
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Peran pers yang signifikan ini menunjukkan bahwa pers menjadi 
jembatan bebas dalam menyuarakan kebebasan dalam berpendapat 
dan beropini, sehingga UU Pers mengatur kewajiban pers agar 
informasi yang disampaikan tidak melanggar rule of law dan hak asasi 
dalam kerangka demokratisasi.  
C.  Pertanggungjawaban 
1. Pertanggungjawaban Pidana 
Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) 
dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya 
celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum 
yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi 
syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai 
pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya 
pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka 
harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. 
Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan 
pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang 
objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara 
subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-
undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. 
Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam 
Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai 
berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang 
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objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada 
seseorang  yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena 
perbuatannya itu.  
Di dalam penjelasannya dikemukakan bahwa tindak pidana 
tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat 
pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan 
tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat 
dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban 
pidana lahir dengan diteruskannya celaan (vewijbaarheid) yang 
objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana 
yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak  pidana 
yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena 
perbuatannya. 
Rumusan tindak pidana dalam hukum pidana tidak ditujukan 
kepada subjek hukum tertentu, maka sejauh yang berkaitan dengan 
pers, KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana yang 
dilakukan oleh pers. Dalam Buku I KUHP mengatur tindak pidana yang 
dilakukan oleh pencetak dan penerbit, karena keduanya menjadi suatu 
pekerjaan atau mata pencarian yang sah dan dibenarkan oleh hukum, 
maka penerbit dan pencetak dilindungi dalam hukum pidana makala 
keduanya mentaati aturan yang berlaku bagi penerbit dan pencetak. 
Pasal 61 dan 62 KUHP mengatur kapan dan dalam hal apa penerbit 
dan pencetak tidak bisa dituntut dan bisa dituntut terhadap kejahatan 
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yang menggunakan sarana penerbitan dan percetakan yang dilakukan 
oleh orang lain. Batas-batas pertanggungjawaban hukum pidana bagi 
penerbit dan pencetak dirumuskan secara jelas dalam Pasal 61 dan 62 
KUHP, selengkapnya dikutip sbb: 
Pasal 61 :  
(1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, 
penertibnya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang 
cetakkan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan 
pembuatnya terkenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu 
ditegur pertama kali lalu diberitahukan kepada penerbit. 
(2) Aturan ini tidak berlaku jika pelaku pada saat barang cetakkan 
terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia. 
Pasal 62 : 
(1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, 
pencetaknya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang 
cetakkan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan orang 
yang menyuruh mencetak dikenal, atau setelah dimulai 
penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan 
oleh pencetak. 
(2)  Aturan ini tidak berlaku, jika orang yang menyuruh mencetak 
pada saat barang cetakkan terbit, tidak dapat dituntut sudah 
menetap di luar Indonesia. 
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Kedua pasal tersebut merupakan asas hukum pidana dalam 
meminta pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang sedang 
menjalani pekerjaan sebagai mata pencaharian yang sah. 
Perlindungan hukum pidana diberikan dengan syarat khusus, yakni 
apabila mentaati kaedah hukum yang dimuat dalam Pasal 61 dan 62 
KUHP. Sebaliknya, jika melanggar kaedah hukum sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 61 dan 62 maka penerbit dan pencetak dapat 
dimintai pertanggungjawaban pidana. KUHP tidak mengikuti sistem 
perlindungan mutlak terhadap pencetak dan penerbit, sehingga 
keduanya tidak selalu ‘kebal tuntutan pidana.  
2. Pertanggungjawaban Korporasi 
Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para 
ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam 
bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan 
hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut recht person atau dalam 
bahasa Inggris dikenal legal person atau legal body.22  
Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan 
kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi (mencari 
keuntungan sebesar-besarnya), tetapi juga mempunyai kewajiban 
untuk mematuhi aturan hukum supaya mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat dan keadilan sosial masyarakat. Korporasi dapat 
mempertanggungjawabkan kesalahan jika kesalahan itu berupa 
                                                 
22 Setiyono, 2005, Kejahatan Korporasi, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 2. 
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kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh orang-orang yang 
menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individual, karena bila 
menyangkut badan merupakan sesuatu yang bersifat kolektivitet yang 
dapat dibebankan kepada pengurusnya. 
Berkenan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana 
kepada korporasi, terdapat empat sistem, yaitu: 
a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang 
bertanggungjawab. 
b. Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu 
pelanggaran, karena penguruslah yang melakukan delik itu. 
Kewajiban ini merupakan kewajiban korporasi, sehingga apabila 
pengurus tidak memenuhi kewajiban itu akan diancam dengan 
pidana. 
c. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab. Hal 
ini muncul karena tindakan yang dilakukan oleh korporasi adalah 
tindakan yang dilakukan oleh orang tertentu sebagai pengurus 
badan hukum tersebut, karena kewenangan yang dilakukan 
pengurus merupakan kewenangan yang timbul dari anggaran 
dasar korporasi, maka pengurus ditunjuk sebagai yang 
bertanggungjawab atas suatu tindakan yang mengatasnamakan 
korporasi. 
d. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang 
bertanggungjawab. 
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Dipidananya seorang pengurus korporasi tidak menjamin bahwa 
korporasi tidak lagi melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah 
ada di dalam undang-undang. Ternyata di dalam tindak pidana ekonomi 
hal ini sangat dimungkinkan, karena korporasi telah memperoleh 
keuntungan dari usahanya.23 
Pertanggungjawaban pidana korporasi tidak selalu harus 
memperhatikan kesalahan pembuat, akan tetapi cukup mendasarkan 
adagium res ipsa loquitur (fakta sudah berbicara sendiri).24 Adagium 
tersebut menjadi dasar bagi korban yang menderita kerugian dari 
perbuatan korporasi untuk menuntut pertanggungjawaban pidana 
korporasi tanpa harus menilai kesalahan pembuatanya.  
3. Pertanggungjawaban Pers 
Sebagai pertanggungjawaban pers terhadap suatu berita 
yang keliru, UU Pers mengatur perihal tentang hak jawab dan hak 
koreksi. Pengaturan tentang hak jawab dapat ditemukan dalam Pasal 
1 angka 11 UU Pers dan pada Pasal 11 ayat (1) Kode Etik Jurnalistik 
(KEJ), sedangkan hak koreksi diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU 
Pers dan kewajibannya diatur dalam pasal 1 angka 13 UU Pers. 
Berdasarkan pasal 1 angka 11 UU Pers “hak jawab adalah 
seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan 
atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan 
                                                 
23 Sutan Remy Sjahdeni, 2007, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta, 
Grafitti Press, hlm. 58. 
24 Setiyono, Op.cit., hlm. 103. 
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nama baiknya.” Definisi hak jawab dalam Pasal 1 angka 11 UU Pers 
sama halnya dengan definisi hak jawab yang diatur dalam Pasal 5 
ayat (2) UU Pers menyatakan bahwa “pers wajib melayani hak 
jawab.” Melihat anatomi UU Pers, maka Pasal 5 merupakan bagian 
dari bab dua tentang asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers, 
secara filosofi maka Pasal 5 UU Pers lebih dari kewajiban pers dan 
merupakan hak masyarakat yang dirugikan. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU Pers, “hak koreksi adalah 
hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan 
informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang diri sendiri ataupun 
orang lain.” Kewajiban hak koreksi berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU 
Pers adalah “keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu 
informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah 
diberitakan oleh pers yang bersangkutan.” 
Hak jawab dan hak koreksi ini juga diatur dalam pasal 11 
Kode Etik Jurnalistik (KEJ) bahwa “wartwan Indonesia melayani hak 
jawab dan hak koreksi secara proporsional.” Aturan mengenai hak 
jawab tidak diatur dalam aturan umum manapun. Selain itu, untuk 
kasus-kasus pers yang muncul seperti pencemran nama baik, berita 
bohong yang umum terjadi di dunia pers, masih harus menggunakan 
KUHP karena UU Pers tidak mengatur hal tersebut. 
Saat berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 
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tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers, pertanggungjawaban pers 
mengarah Water Fall System, artinya tanggungjawab hukum 
terhadap substansi pemberitaan dapat dialihkan secara fiktif dan 
subsessif dari pimpinan umum kepada pemimpin redaksi sampai 
kepada penulisnya. 
Berlakunya UU Pers, maka pertanggungjawaban pers 
mengacu pada ketentuan pada penjelasan Pasal 12 dan Pasal 18 UU 
Pers beserta penjelasannya. Penjelasan Pasal 12 menyatakan, “yang 
dimaksud penanggungjawab adalah penanggungjawab perusahaan 
pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi”.  
Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana 
menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18 
ayat (2) menyatakan bahwa “perusahaan pers yang melanggar 
ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “pers nasional 
berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati 
norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas 
praduga tak bersalah,” dan ayat (2) UU Pers menyebutkan “pers 
wajib melayani hak jawab,”  serta Pasal 13 berbunyi ; “perusahaan 
iklan dilarang memuat iklan : (1) yang berakibat merendahkan 
martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup 
antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan 
masyarakat; (2) minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif 
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
  
 
28 
yang berlaku; (3) peragaan wujud rokok dan atau penggunaan 
rokok,” dipidana dengan denda paling bayak Rp. 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah).”  
Kemudian dalam penjelasan Pasal 18 ayat (2)  menyatakan 
bahwa “dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh 
perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh 
penanggungjawab sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12. 
Dalam Pasal 12 berbunyi ; “Perusahaan pers wajib mengumumkan 
nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media 
yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama 
dan alamat percetakan”.  
D. Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) 
Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum 
tentang tindak tanduk (perilaku atau kepribadian) seseorang dari sudut 
moralnya, nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, 
yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan 
berdasarkan penilaian secara umum berdasarkan dalam suatu 
masyarakat tertentu ditempat dimana perbuatan tersebut dilakukan 
dalam konteks perbuatannya.25 
                                                 
25 Rifqi Sjarief Assegaf, 2004, Pers Diadili, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Leip3, 
Edisi 3,   hlm. 17. 
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Pencemaran nama baik merupakan suatu bentuk penghinaan. R. 
Seosilo menerangkan yang dimaksud dengan “menghina” yaitu 
“menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang itu 
merasa “malu”. “kehormatan” yang diserang ini hanya mengenai 
kehormatan tentang “nama baik”, bukan kehormatan lapangan 
seksuil”.26 
Menurut Mv. T, penyerangan kehormatan atau nama baik dapat 
berbentuk menuduh melakukan suatu perbuatan yang tidak terhormat 
(outeerende feiten) yang tanpa menggunakan kata-kata menyakitkan 
(krenkende woorden of uit drukking) disebut penghinaan materil. 
Penghinaan berupa kata-kata yang menyakitkan (krenkende woorden) 
atau perbuatan (feiteliyk heden) disebut penghinaan formil.27 
Pencemaran nama baik atau fitnah adalah ketentuan hukum 
yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang 
disebarkan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang 
diucapkan disebut slander.28 Fitnah merupakan suatu kasus delik 
aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. 
Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers yang 
dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat 
mengadu ke aparat hukum. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan 
                                                 
26 Ibid, hlm. 225. 
27 Thomas Ricahrdo, Makalah Pidana Pers http://tugasbelajar 
hukum.blogspot.com/2011/01/ makalah-pidana-pers. html 
28 Gidion Nainggolan, 2010, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 
Melalui Internet (Studi Kasus Prita Mulyasari), Fakultas Hukum: Universitas Sumaters Utara, 
hlm. 25.  
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memiliki hak untuk melakukan tuntutan ke pengadilan melalui jalur 
pidana maupun perdata, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. 
Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang 
melakukan pencemaran nama baik. 
Terdapat tiga catatan penting dalam pencemaran nama baik, 
yakni : 
1. Delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat 
subjektif yang artinya penelitian terhadap pencemaran sangat 
bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh 
karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang 
hanya bisa diproses oveh pihak yang berwenang jika ada 
pengaduan dari korban pencemaran. 
2. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, 
substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum 
atau dilakukan di depan umum oleh pelaku. 
3. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh 
suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau 
pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan 
itu.29 
Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata 
penghinaan, dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian 
                                                 
29 Sudirman Tebba, 2006, Hukum Media Massa Nasional, Cetakan I, Ciputat, Pustaka 
Irvan.  Hlm. 20. 
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perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. 
Merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati orang 
lain dari sudut rasa hormatnya (kehormatan) dan nama baiknya. 
Kehormatan sesorang menjadi persoalan hak asasi manusia 
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 
39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengatakan 
bahwa, “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 
tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang 
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengkategorikan 
penyerangan nama baik dan kehormatan seseorang sebagai bentuk 
penghinaan. Delik penghinaan yang dilindungi adalah “kehormatan atau 
nama baik orang”. 
Sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat digolongkan 
menjadi: 
1. Terhadap pribadi perorangan. 
2. Terhadap kelompok atau golongan. 
3. Terhadap suatu agama. 
4. Terhadap orang yang sudah meninggal. 
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5. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara 
atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.30 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) setidaknya 
terdapat 16 pasal yang mengatur tentang penghinaan. Adapun 
penggolongan penghinaan yang dimaksud dalam pasal-pasal 
penghinaan tersebut adalah: 
1. Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden diancam oleh 
Pasal 124, 136, dan 137. Penghinaan terhadap raja, kepala Negara 
sahabat, atau wakil Negara asing diatur dalam Pasal 142, 143, dan 
144. 
2. Penghinaan terhadap institusi atau badan umum (seperti DPR, 
Menteri, MPR, Kejaksaan, Kepolisian, Gubernur, Bupati, Camat dan 
sejenisnya) diatur dalam Pasal 207, 208, dan 209. 
3. Jika penghinaan itu terjadi atas orangnya (pejabat pada instansi 
Negara) maka diatur dalam Pasal 310, 311, dan 315. 
4. Selain itu, masih terdapat sejumlah pasal yang bisa dikategorikan 
dalam delik penghinaan ini, yaitu Pasal 317 (fitnah karena pengaduan 
atau pemberitahuan palsu kepada penguasa), Pasal 320 dan 321 
(pencemaran atau penghinaan terhadap seseorang yang sudah 
mati). 
Memerhatikan ketentuan Pasal 310 KUHP, maka kriteria atau 
unsur dari pencemaran nama baik adalah (1) dengan sengaja, (2) 
                                                 
30 Ibid. hlm. 16. 
  
 
33 
menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, (3) menuduh 
melakukan suatu perbuatan, (4) dengan maksud yang nyata supaya 
diketahui oleh umum.31 
Adapun penjelasan dari unsur-unsur ketentuan Pasal 310 
KUHP dapat dijelaskan lebih lanjut. Pertama, dengan sengaja sebagai 
unsur pencemaran nama baik adalah adanya niat atau maksud dari 
pelaku. Artinya pelaku mengetahui perbuatannya ini, pelaku menyadari 
mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap 
kehormatan atau nama baik orang lain. Kedua, menyerang kehormatan 
atau nama baik orang lain sebagai unsur pencemaran nama baik, yang 
dimaksud adalah melanggar kehormatan dan nama baik, sehingga 
orang yang kehormatan atau nama baiknya dilanggar menjadi merasa 
malu. Ketiga, menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai 
unsur pencemaran nama baik, yang dimaksud adalah bahwa perbuatan 
yang dituduhkan itu tidak dapat dipastikan kebenarannya. Keempat,  
dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum sebagai unsur 
pencemaran nama baik, yang dimaksud adalah tuduhan itu agar 
diketahui oleh masyarakat atau sedikitnya oleh dua orang, sehingga 
orang yang dituduhkan menjadi malu. 
                                                 
31 Leden Marapaung, 1997, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan 
Penerapannya, Cetakan I, Rajawalo Grafindo Persada, hlm. 13. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tampak jelas bahwa 
pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang bertentangan 
dengan norma hukum yang diatur di dalam Pasal 310 KUHP. 
E. Koran 
1. Pengertian Koran 
Koran atau surat kabar seringkali diidentikkan dengan pers.. 
Namun pengertian pers saat ini sudah meluas karena kehadiran 
media elektronik. Koran atau surat kabar adalah lembaran tercetak 
yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit 
secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai 
apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui 
pembaca.32 
2. Sifat Koran 
Koran sebagai suara untuk menyampaikan informasi, 
memiliki beberapa sifat, diantaranya: 
a. Terekam (bahwa berita yang disiarkan oleh Koran tersusun 
dalam alinea kalimat dan kata-kata yang terdiri atas huruf-huruf 
yang dicetak di atas kertas, dengan demikian setiap peristiwa 
atau hal yang diberitakan dapat dibaca setiap saat. 
                                                 
32 Onong Uchjana Effendy, 1993, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, Bandung, PT. 
Citra Aitya Bakti, hlm. 241. 
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b. Menimbulkan perangkat mental secara aktif (karena berita yang 
dikomunikasikan kepada khalayak menggunakan bahasa dengan 
huruf yang dicetak di atas kertas. 
c. Pesan menyangkut kebutuhan komunikan.33 
  
F. Berita 
1. Pengertian Berita 
Kata berita berasal dari bahasa Sansekerta, vrit (ada atau 
terjadi) atau vritta (kejadian atau peristiwa). Sedangkan dalam kamus 
bahasa Indonesia menyebutkan, bahwa berita sebagai “laporan 
mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat.” Dalam bahasa inggris 
berita disebut news, makna harfiah dari berita tersebut adalah 
informasi atau laporan peristiwa yang baru terjadi. Ada juga yang 
mengasumsikan bahwa news adalah laporan peristiwa dari berbagai 
arah mata angin (berbagai penjuru dunia), didasarkan pada 
kepanjangan NEWS (North, East, West, South). 
Menurut Assegaf yang dikatakan berita adalah laporan fakta 
atau ide yang termasa, yang dipilih oleh staf redaksi untuk disiarkan, 
yang dapat menarik perhatian pembaca. Entah karena dia luar biasa, 
entah karena penting atau akibatnya, entah pula Karen dia mencakup 
segi–segi human interest seperti humor, emosi, dan ketegangan.34 
                                                 
33 Hayun Gunawan, 2003, Kajian Lay Out Cover Koran Pikiran Rakyat, http://elib. 
unikom.ac.id/files/disk1/563/jbptunkompp-gdl-neraagiant-28138-6-bab2-nera.pdf, hlm. 6. 
34 Assegaff, 1984, Jurnalistik Masa Kini, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 54. 
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Haris Sumadria mendefinisikan berita secara lebih luas lagi, berita 
adavah laporan terceoat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, 
menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui 
media berkala seperti surat kabar, radio, televise, atau media online 
internet.35 
2. Tinjauan Nilai Berita 
Nilai berita merupakan acuan yang dapat digunakan oleh 
para jurnalis, yakni para reporter dan editor, untuk memutuskan fakta 
yang pantas dijadikan berita dan memilih nmana yang lebih baik.36 
Mengenai unsur nilai berita, Asep Romli menjelaskan bahwa 
sejumlah definisi berita dikemukakan sejumlah pakar dengan 
berbagai sudut pandang (angel) dan penekanan khusus sangat 
berguna untuk merumuskan nilai-nilai berita (news values) atau nivai-
nilai jurnalistik yang menjadi standar kelayakan sebuah berita layak 
muat atau tidak.37 
Menurut Asep terdapat empat unsur yang harus dipenuhi 
oleh sebuah berita sehingga layak dijadikan berita, Keempat unsur 
tersebut menjadi karakteristik utama sebuah peristiwa dapat 
diberitakan atau dapat dipublikasikan di media massa (fit to print), 
yaitu aktual, factual, dan menarik. 
                                                 
35 Haris Sumadiria, Loc.cit. 
36 Ibid, hlm. 80. 
37 M. Asep Romli Syamsudin, 2003, Jurnalistik Terapan, Pedoman Kewartawanan dan 
Kepenulisan, Bandung, BATIC Press Bandung, hlm. 35. 
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a. Aktual artinya peristiwa terbaru, terkini , atau hangat (up to date), 
sedang terjadi atau baru saja terjadi (recan event). 
b. Faktual yakni ada faktanya, brnar-benar terjadi, bukan fiksi. Fakta 
muncul dari sebuah kejadian nyata, pendapat dan pernyataan. 
c. Penting meliputi besar kecilnya ketokohan orang yang terlibat 
peristiwa. Peristiwa yang pentingnya pada masyarakat, dengan 
kata lain peristiwa tersebut menyangktur kepentingan orang 
banyak atau berdampak pada masyarakat. 
d. Menarik artinya memunculkan rasa ingin tahun dan minat 
membaca: 
Selain keempat unsur tersebut nilai berita juga dapat dilihat 
dari unsur lainnya, yaitu: 
a. Menghibur. Yakni peristiwa lucu atau mengandung unsur humor 
yang menimbulkan rasa ingin tertawa atau minimal tersenyum. 
b. Mengandung keganjilan. Peristiwa yang penuh keanehan, 
keluarbiasaan, atau ketidak laziman, misalnya lahirnya kambing 
berkaki lima, dan lain-lain. 
c. Memiliki unsur kedekatan. Peristiwa yang dekat baik geografis 
maupun emosional. 
d. Mengandung human interest. Yakni peristiwa yang menyentuh 
emosi, menggugah perasaan, atau membangkitkan simpati. 
e. Mengandung unsur seks. Yakni peristiwa yang berkaitan dengan 
kebutuhan biologis atau nafsu seksual manusia. 
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f. Konflik, pertentangan dan ketegangan.38 
3.  Jenis Berita 
Terdapat dua macam jenis berita yang dikenal oleh 
kavangan umum, yaitu berita yang terpusat pada peristiwa (event 
centered news)  dan berita yang berdasarkan pada proses (process 
centered news) yang disajikan dengan menginterprestasikan kondisi 
dan situasi dalam masyarakat yang dihubungkan dalam konteks yang 
luas melampaui waktu. Adapun dua jenis berita tersebut lebih lanjut 
dijelaskan sebagai berikut: 
Pertama, berita yang terpusat pada peristiwa (event-
contered news) yang khas menyajikan peristwa hangat yang baru 
terjadi, dan umumnya tidak diinterprestasikan, dengan konteks yang 
minimal, tidak dihubungkan dengan situasi dan peristiwa lain. Di sini, 
gagasan utamanya adalah bahwa sebuah topic belum layak untuk 
menjadi sebuah berita sampai “terjadi” sesuatu. 
Kedua, adalah berita yang berdasarkan pada proses 
(process-centered news) yang disajikan dengan interprestasi tentang 
kondisi dan situasi dalam masyarakat yang dihubungkan dalam 
konteks yang luas dan melampaui waktu. Berita semacam ini muncul 
di halaman opini berupa editorial, artikel khusus, atau tulisan feature 
lainnya sperti banyak dimuat di koran mingguan.39 
                                                 
38 Ibid, hlm. 35. 
39 Luwi Ishwara, 2005, Catatan-catatan Jurnalisme Dasar, Jakarta, Buku Kompas, hlm. 
35. 
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4.  Pihak-pihak yang Turut Serta dalam Proses Berita Koran 
Untuk menghasilkan sebuah berita, suatu koran harus 
melalui tahapan-tahapan tertentu. Tahapan ini akan menentukan 
bentuk pertanggungjawabanan dan pihak-pihak yang harus 
bertanggungjawab apabila terjadi permaslahan akibat berita yang 
disajikan.40 
Adapun pihak-pihak yang berperan dalam proses 
pembuatan berita dan pertanggungjawabannnya adalah sbb: 
a. General Manager (Pemimpin Umum), adalah jabatan yang 
mengurus segala kegiatan media, baik bidang redaksional 
maupun bidang usaha. Ia menjadi penghubung kebijakan para 
pemilik media dengan segala jajaran jabatan dan pekerja yang 
ada di media tersebut. Ia adalah orang yang bertanggungjawab 
terhadap maju-mundurnya media yang dipimpinnya.41 
b. Pemimpin redaksi, ia menjadi kepala di bagian editorial, atau 
ruang pemberitaan (news room). Ia bertanggungjawab atas isi 
redaksional media. Para wartawan biasanya tidak langsung 
berhubungan dengannya, dalam meliput –kecuali bila 
menyangkut pemberitaan yang krusial, menyangkut persoalan 
yang berat dan mendesak.42 
                                                 
40 Samsul Wahidin, Op.cit. hlm. 133. 
41 Septiawan Sanata K, 2005, Jurnalisme Kontemporer, Edisi I, Jakarta, Yayasan Obor 
Indonesia, hlm. 187.  
42 Ibid, hlm. 191. 
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c. Dewan redaksi, bertugas memberi masukan kepada jajaran 
redaksi dalam melaksanakan pekerjaan redaksional. Dewan 
redaksi pula yang mengatasi permasalahan penting, misalnya 
menyangkut berita yang sangat sensitif.43 
d. Redaktur pelaksana (Managing Editor). Penanggungjawab utama 
seluruh pelaksanaan pencarian berita adalah redaktur pelaksana. 
Ia menjadi sosok yang selalu hadir di ruang pemberitaan. Ia 
melakukan rapat-rapat yang membahas biaya (budget) ruang 
pemberitaan. Ia membuat berbagai kebijakan redaksi 
berdasarkan hasil konsultasinya dengan pemimpin redaksi.44 
e. Redaktur berita (news editor). Ia adalah penyedia yang 
mengontrol copy desk bagian naskah sebelum dicetak. Editing 
akhir berita dikerjakan serta halaman didesain dan headline 
ditulis.45  
f. Pracetak/produksi, biasanya menjadi satu bagian, sebab 
pekerjaannya saling bertautan. Pracetak mengurusi surat kabar 
sebelum naik cetak.  
g. Wartawan. Dari wartawan, berita dibuat. Ia mengecek, me-
recheck, dan mengoreksi berita. Di tangan redaktur, berita di 
baca, ditelusuri materi dan rincian keterangannya lalu dikirim ke 
redaktur berita.  
                                                 
43 R. Masri Sareb Putra, 2007, Media Cetak: Bagaimana Merancang dan 
Memproduksi, Cetakan Pertama, Jakarta, Graha Ilmu, hlm. 93. 
44 Septiawan Saruta K, Log.Cit. 
45 Septiawan Sanata K, Op.cit., 192. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Peneitian  
Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang 
pengumpuan data adalah : 
1. Perpustakaan Fakutas Hukum Universitas Hasanuddin 
2. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin 
3. Perpustakaan PT. Media Fajar Koran  
B. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Tinjauan 
yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan 
norma dan kaidah dari peraturan perundangan.46 Penelitian ini akan 
menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama 
untuk membahas permasalahan yang hendak dikaji. 
C.  Bahan Hukum 
Bahan hukum merupakan bahan kajian yang berasal dari bahan 
hukum primer, sekunder dan tersier yang memiliki keterkaitan dengan 
pencemaran nama baik dan pertanggungjawaban pidana pers. 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan yang mengikat dalam peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan pertanggungjawaban pers, yaitu: 1) UUD 1945, 
                                                 
46 H. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 30. 
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Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959, 2) Undang-undang Nomor 
1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum 
Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah 
KUHP (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, 3) UU Nomor 40 
Tahun 1999 tentang Pers, 4) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, 5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 
Terbatas, dan 6) Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia 
(KEJ-PWI). 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 
primer berupa buku literatul karangan sarjana hukum, makalah, 
artikel yang berkaitan dan memiliki relevansi dengan masalah 
pertanggungjawaban pers dan pencemaran nama baik. 
3. Bahan Hukum Tersier 
Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bermakna 
terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum 
dam ensiklopedia. 
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Bahan hukum primer dikumpulkan dengan cara meneliti ketentuan 
perundang-perundangan yang sesuai dengan masalah yang dikaji. 
Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan menelaah bahan 
kepustakaan yang dianggap mempunyai relavansi. 
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1. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 
Bahan hukum yang terkumpul diolah secara sistematis dan dikaji 
secara mendalam untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas 
tentang permasalahan yang dikaji. Pengolahan bahan hukum 
dilakukan dengan cara mengklasifikasikan secara sistematis bahan 
hukum primer dan sekunder sesuai masalah yang diteliti. 
2. Teknik Pendekatan Bahan Hukum 
a. Pendekatan Perundang-undangan 
Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan untuk 
melakukan analisis. Hal ini dilakukan karena peraturan perundang-
undangan merupakan titik fokus dari penelitian normatif.47  
b. Pendekatan Kasus 
Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga 
menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan 
dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang 
berkaitan dengan isu yang dihadapi.  
E.  Analisis Bahan Hukum 
Bahan Hukum yang diperoleh baik primer maupun sekunder 
dianialisis secara kualitatif lalu dideskripsikan untuk menjawab rumusan 
masalah.  
 
                                                 
47 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 
Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 184. 
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BAB IV 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Pertanggungjawaban Pers Atas Tindak Pidana Pencemaran Nama 
Baik Melalui Koran 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 
teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 
pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah 
seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu 
tindakan pidana yang terjadi atau tidak.  
Pasal 36 RUU KUHP tahun 2012 menyebutkan pengertian 
pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif 
yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang 
yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya 
itu.48 Adapun syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau 
dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa 
kesengajaan atau kealpaan. 
Di dalam penjelasannya dikemukakan: tindak pidana tidak berdiri 
sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban 
pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak 
dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada 
                                                 
48 St. Aminah, Editor; Naskah Komite Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana 
(KuHAP)’ Jakarta: Australian Indonesian Partnership for Justice (AIPJ), 2013, hlm. 25 
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pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan 
diteruskannya celaan (vewijbaarheid) yang objektif terhadap perbuatan 
yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara 
subjektif kepada pembuat tindak  pidana yang memenuhi persyaratan 
untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. 
Rumusan tindak pidana dalam hukum pidana tidak ditujukan 
kepada subjek hukum tertentu, maka sejauh yang berkaitan dengan pers, 
KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana yang 
dilakukan oleh pers. Dalam Buku I KUHP mengatur tindak pidana yang 
dilakukan oleh pencetak dan penerbit, karena keduanya menjadi suatu 
pekerjaan atau mata pencarian yang sah dan dibenarkan oleh hukum, 
maka penerbit dan pencetak dilindungi dalam hukum pidana manakala 
keduanya menaati aturan yang berlaku bagi penerbit dan pencetak. Pasal 
61 dan 62 KUHP mengatur kapan dan dalam hal apa penerbit dan 
pencetak tidak bisa dituntut dan bisa dituntut terhadap kejahatan yang 
menggunakan sarana penerbitan dan percetakan yang dilakukan oleh 
orang lain. 
Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang adalah 
ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media 
massa. Fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai libel, 
sedangkan yang diucapkan disebut slander. Fitnah lazimnya merupakan 
kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa 
melakukan tuntutan ke pengadilan sipil, dan jika menang bisa mendapat 
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ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak 
yang melakukan pencemaran nama baik. 
Ancaman hukum yang paling sering dihadapi media atau 
wartawan adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran 
nama baik. Dalam KUHP setidaknya terdapat 16 pasal yang mengatur 
soal penghinaan. Penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden 
diancam oleh Pasal 134, 136, 137. 
Aturan hukum mengenai penghinaan terhadap Raja, Kepala 
Negara sahabat, atau Wakil Negara Asing diatur dalam Pasal 142, 143, 
144. Penghinaan terhadap institusi atau badan umum (seperi DPR, 
Menteri, DPR, kejaksaan, kepolisian, gubernur, bupati, camat, dan 
sejenisnya) diatur dalam pasal 207, 208, dan 209. Jika penghinaan itu 
terjadi atas orangnya (pejabat pada instansi negara) maka diatur dalam 
Pasal 316. Penghinaan terhadap anggota masyarakat umum diatur 
dalam Pasal 310, 311, dan 315. Selain itu, masih terdapat sejumlah pasal 
yang bisa dikategorikan dalam delik penghinaan ini, yaitu Pasal 317 
(fitnah karena pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa), 
pasal 320 dan 321 (pencemaran atau penghinaan terhadap seseorang 
yang sudah mati). 
Adapun mengenai pencemaran nama baik dimaksudkan sebagai  
tindakan mencermarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan 
sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik 
melalui tulisan salah satunya adalah seperti yang termuat dalam berita di 
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koran. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Pers dikatakan: pers adalah lembaga 
sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan 
jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah 
dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, 
suara dan gambar serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya 
dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis 
saluran yang tersedia. 
Berdasarkan definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa pers yang 
dirumuskan oleh Pasal 1 angka 1 UU Pers adalah pers dalam arti luas 
karena mencakup semua jenis media. Sedangkan khusus menyangkut 
media cetak termasuk pers dalam arti sempit. Seperti yang disebutkan 
oleh Amir Effendi, bahwa pers dalam arti sempit hanya terbatas pada 
barang cetakan saja.49 Media cetak berbeda halnya dengan media 
elektronik yang menggunakan public doman atau dikenal sebagai 
frekuensi radio yang dibatasi oleh International Telecommunication 
Union. Karena tidak menggunakan frekuensi radio, maka media cetak 
tidak membutuhkan aturan mengenai frekuensi. 
Regulasi mengenai pemberitaan koran hanya diatur dalam UU 
Pers, sehingga pemberitaannya harus mengacu pada aturan yang 
terdapat dalam UU Pers. Secara umum berita koran didefinisikan sebagai 
laporan fakta atau ide yang dipilih oleh staf suatu harian untuk dicetak 
dan disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca. Berita tersebut 
                                                 
49 Amir Effendi, Loc.cit.  
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didapatkan melalui kegiatan jurnalistik, yaitu mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi kepada 
masyarakat. Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa berita koran 
dapat berbentuk fakta atau ide tercetak yang diperoleh melalui kegiatan 
jurnalistik. 
Berita koran dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu berita 
yang terpusat pada peristiwa (event-centered news) dan berita yang 
berdasarkan pada proses (process-centered news). Berita yang terpusat 
pada peristiwa (event-centered news) merupakan berita yang menyajikan 
peristiwa teraktual dan umumnya tidak diinterpretasikan oleh penulisnya. 
Berita ini biasanya sangat objektif karena wartawan hanya bertugas untuk 
menyajikan fakta tanpa melakukan interpretasi terhadap fakta tersebut. 
Adapun berita yang berdasarkan pada proses (process-centered 
news) adalah yang disajikan dengan interpretasi tentang kondisi dan 
situasi dalam masyarakat yang dihubungkan dalam konteks yang luas 
dan melampaui waktu. Sebelum disajikan, berita ini akan dibedah dan 
diinterpretasi oleh penulisnya. Berita ini akan muncul di halaman opini 
berupa editorial, artikel dan surat pembaca, sedangkan di halaman lain 
berupa komentar, laporan khusus, atau tulisan feature lainnya seperti 
banyak dimuat di koran. 
Berita menjadi penting karena berita dapat membentuk opini 
masyarakat. Dalam interaksinya dengan masyarakat, beberapa kali 
ditemukan pers memuat berita yang dinilai tidak sesuai dengan fakta 
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serta melanggar hak pribadi (privacy). Perbuatan ini dilakukan dengan 
cara menuduh seseorang atau institusi melakukan suatu hal tanpa 
memiliki dasar bukti yang kuat, memutarbalikkan fakta, 
mencampuradukkan fakta dan opini. Berita dapat memberi tekanan 
psikologis dan kerugian terhadap orang atau institusi yang diberitakan 
apabila berita itu menyangkut kehormatan dan nama baiknya. Berita itu 
dimungkinkan pula akan mengarah pada pencemaran nama baik. 
Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana penghinaan 
yang diatur dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 KUHP sampai 
dengan Pasal 321 KUHP. Sedangkan UU Pers sebagai Lex specialis dari 
KUHP tidak mencatumkan secara jelas aturan tentang tindak pidana 
penghinaan. Selain itu, UU Pers juga tidak mengatur secara rinci tentang 
berita yang masuk dalam kategori menghina. 
Menghina biasanya dilakukan dengan cara mencemarkan nama 
baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘mencemarkan’ 
berasal dari kata dasar cemar yang artinya kotor.50 Dengan demikian 
mencemarkan berarti merusak menodai, membuat menjadi kotor dan 
buruk. Apabila kata mencemarkan dihubungkan dengan nama baik, hal 
ini akan berhubungan dengan kepribadian dan kehormatan seseorang 
yang dinodai. Namun penilaian tentang baik buruknya nama baik 
seseorang itu ditentukan oleh pandangan masyarakat. 
                                                 
50 M. Dahlan Yacub Al Barry, 1994, Kamus Modern Bahasa Indonesia, Yogyakarta, Arkola, 
hlm. 75 
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Menurut Adaz Chazawi nama baik adalah penilaian baik menurut 
anggapan umum tentang tindak tanduk (perilaku atau kepribadian) 
seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari 
sudut orang lain, yakni modal atau kepribadian yang baik, sehingga 
ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu 
masyarakat tertentu ditempat dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam 
konteks perbuatannya.51 Nama baik seseorang yang telah  tercemar 
akan menimbulkan aib di masyarakat dan orang yang bersangkutan akan 
merasa malu. 
Pencemaran nama baik melalui tulisan yang dibuat oleh pers 
dikategorikan sebagai delik pers. Delik pers adalah semua kejahatan 
yang dilakukan melalui sarana pers.52 Oemar Seno Adji dengan 
berpedoman kepada pendapat dari W.C.F Van Hattun memberikan tiga 
kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu delik pers, antara lain: 
1. Ia harus dilakukan dengan barang cetakan; 
2. Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas penyertaan pikiran atau 
perasaan; 
3. Dari perumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan 
suatu syarat untuk menumbuhkan suatu kejahatan, apabila kenyataan 
tersebut dilakukan dengan suatu tulisan. Selanjutnya ditegaskan oleh 
beliau bahwa kriteria yang ketigalah yang khusus dapat mengangkat 
                                                 
51 Adam Chazawi, Loc.cit. 
52 Hamzah, A., I Wayan Suandra, dan B.A Manalu, Op.cit., hlm. 66. 
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suatu delik menjadi delik pers, sedangkan tanpa dipenuhinya kriteria 
tersebut suatu delik tidak akan memperoleh sebutan delik pers dalam 
arti yuridis.53 
Dari ketiga kriteria tersebut, dapat dilihat bahwa suatu delik dapat 
dikatakan sebagai delik pers apabila kejahatan tersebut disebarluaskan 
kepada khalayak ramai (dipublikasikan) melalui tulisan. Hal ini sesuai 
dengan catatan penting yang dirumuskan oleh Sudirman Tebba terhadap 
pencemaran nama baik, bahwa pencemaran nama baik merupakan delik 
penyebaran yang subtansinya berisi pencemaran disebarluaskan kepada 
umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.54 Agar menjadi delik 
pers, pencemaran nama baik itu harus dilakukan dalam bentuk cetak. 
Pencemaran nama baik juga harus melalui pemberitaan, dapat 
dimungkinkan melakukan pencemaran nama baik melalui perbuatan 
memfitnah ataupun menista. Berita yang bermuatan pencemaran nama 
baik adalah berita yang dalam penyajiannya memunculkan fitnah dan 
atau nista yang dinilai oleh masyarakat menyerang kepribadian dan 
kehormatan seseorang. 
Contoh kasus yang terjadi pada Harian Rakyat Merdeka memuat 
sebuah karikatur dengan tulisan “Akbar segera dihabisi, Golkar nangis 
darah”. Karikatur ini dimuat pada edisi tanggal 8 Januari 2002 di halaman 
pertama.  Sebagai manusia biasa apa lagi menjabat sebagai Ketua DPR 
                                                 
53 Ibid, hlm. 66-67. 
54 Sudirman Tebba, Loc.cit. 
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RI, Akbar Tanjung merasa malu dan terhina atas pemuatan gambar dan 
tulisan tersebut. Koran Rakyat Merdeka khususnya Pemimpin Redaksi 
Karim Paputungan diadukan ke Kepolisian Metro Jaya. Jaksa penuntut 
umum menuduh Terdakwa dengan sengaja menyerang kehormatan atau 
nama baik saksi dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud agar 
diketahui umum, perbuatan mana diancam berdasarkan ketentuan Pasal 
310 ayat (1) KUHP, lebih subsidair memberitakan peristiwa dan opini 
dengan tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan 
masyarakat perbuatan mana diatur dan  diancam pidana Pasal 5 ayat (1) 
jo Pasal 18 ayat (2 ) UU Nomor 40 tentang Pers. Menurut pendapat 
Majelis Hakim berpendapat bahwa Karim Paputungan memenuhi unsur-
unsur dakwaan Primair dari Pasal 310 (2) KUHP terpenuhi. Majelis Hakim 
yakin bahwa gambar foto karikatur yang dimuat dalam koran Rakyat 
Merdeka itu sepatutnya dinyatakan sebagai gambar yang membuat 
pencemaran nama baik Akbar Tanjung. 
Kasus ini menurut Majelis Hakim terdapat unsur kesengajaan 
dengan 3 (tiga) gradasi yaitu (1) kesengajaan sebagai maksud, 
kensengajaan dengan kesadaran pasti (opzet bij zekerheids of nood 
zakeijkheids bewustzijn), dan (3) kesengajaan dengan menyadari 
kemungkinan (dolus eventualis). 
Karena unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa 
telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya, maka menurut Mejelis Hakim , 
Terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggungjawab atas dakwaan itu.  
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Majeis Hakim memutuskan Terdakwa Karim Paputungan terbukti secara 
sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana 
dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang 
dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan untuk umum 
melanggar Pasal 310 (2) KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan pidana 
kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. 
Pencemaran nama baik ini dapat digambarkan melalui informasi 
yang divisualisasikan melalui gambar yang secara nyata merendahkan 
martabat seseorang dan atau dengan kata-kata yang disusun menjadi 
sebuah kalimat yang isinya menyangkut kepribadian dan kehormatan 
seseorang yang belum jelas kebenarannya. Perbuatan pencemaran 
nama baik merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dapat 
menimbulkan kerugian bagi orang yang diberitakan. 
R. Soesilo mengatakan bahwa apabila tuduhan tersebut 
dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu 
dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut jika 
tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.55  
Lebih lanjut, R.Soesilo mengatakan bahwa tidak termasuk 
menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum) apabila tuduhan itu 
dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk 
                                                 
55  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, Jakarta: Raja Grafindo, 25, hal 225 
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membela diri. Namun, patut tidaknya pembelaan itu terletak pada 
pertimbangan hakim.   
Kasus lain mengenai tulisan mengandung unsur pidana 
pencemaran nama baik dapat kita lihat dalam artikel Konten Tulisan 
"Obor Rakyat" Dibahas Ahli. Tersangka kasus Tabloid "Obor Rakyat" 
Darmawan Septiyossa diduga menyebarkan isu menyinggung persoalan 
suku, agama dan ras calon presiden (yang kini sebagai presiden terpilih) 
Joko Widodo. Di samping itu, masih kasus yang sama namun diberitakan 
di artikel lain Kasus Obor Rakyat, AJI Jakarta Sesalkan Penggunaan UU 
Pers, antara lain dikatakan bahwa pengusutan kasus Obor Rakyat 
dilakukan melalui Pasal 310 KUHP mengenai fitnah.  
Contoh lain dapat kita temukan dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Idi Nomor: 87/Pid.B/2011/PN-IDI.56 Terdakwa merupakan 
wartawan Tabloid Mapikor. Dalam tulisan yang diberitakannya, ia 
menyebutkan bahwa Alm. Muhammad Daud melakukan penipuan. Hal 
yang termuat di Tabloid Mapikor yaitu "penipu" adalah hasil asumsi atau 
pendapat dari wartawan Mapikor dan bukan berita berdasarkan fakta 
yang disajikan secara utuh. 
Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencemaran nama baik 
dengan tulisan yang termuat dalam Tabloid Mapikor. Unsur pidana 
                                                 
56 Serambi Indonesia, “Putusan Pengadian; Ada Pencemaran Nama Baik”, Edisi Rabu, 
25 Februari 2015, Hlm 4. 
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“Dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan di 
muka umum" dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP telah terpenuhi dan 
terbukti. Hakim menghukum Terdakwa pidana penjara selama 6 (enam) 
bulan.  
Parameter atau kriteria delik penghinaan yang harus dipenuhi 
agar suatu perbuatan hukum dapat digolongkan ke dalam tindak pidana 
pencemaran nama baik dalam pemberitaan pers di koran, yaitu: 
1. Adanya pengumuman pikiran dan perasaan yang bersifat menghina 
seseorang, kelompok, atau golongan tertentu yang dilakukan melalui 
berita yang dimuat dalam koran. 
2. Pengumuman pikiran dan perasaan yang bersifat menghina melalui 
berita di koran itu merupakan perbuatan yang dapat di pidana 
berdasarkan pasal-pasal penghinaan yang diatur dalam KUHP, sesuai 
asas legalitas dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) 
KUHP, yaitu “peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana 
dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.” 
3. Pengumuman pikiran dan perasaan yang bersifat menghina melalui 
berita di koran itu harus dibuktikan, bahwa segala sesuatunya telah 
dipublikasikan melalui koran kepada masyarakat umum. 
Konsep pencemaran nama baik dalam berita yang dimuat di 
koran adalah tulisan yang bersifat melawan hukum yang memiliki 
keterkaitan yang utuh antara pikiran dan perasaan yang menghina 
seseorang yang dilakukan dengan koran yang dicetak dan dipublikasikan 
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ke masyarakat sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang yang 
diberitakan. Perbuatan pencemaran nama baik ini juga harus dengan 
pembuktian di pengadilan apakah perbuatan penghinaan itu sungguh-
sungguh dilakukan dengan sengaja (opzet) atau dilakukan karena lalai 
(culpa). 
Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
unsur-unsur pencemaran nama baik dalam berita yang dimuat di koran 
adalah: 
1. Pernyataan melalui tulisan di koran yang berhubungan dengan 
kehormatan dan nama baik seseorang 
2. Bersifat melawan hukum 
3. Mengandung unsur niat/kesalahan 
4. Dipublikasikan kepada masyarakat melalui tulisan di koran 
5. Menimbulkan kerugian pada orang yang nama baiknya tercemar 
Kejahatan penghinaan berdasarkan KUHP dapat dibagi ke dalam 
enam kategori, yaitu: 
1. Menista Berdasarkan Pasal 310 Ayat 1 KUHP 
“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik 
seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang 
supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan 
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak 
empat ribul lima ratus rupiah.” 
2. Menista dengan tulisan berdasarkan Pasal 310 ayat 2 KUHP 
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“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, 
dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka yang salah 
karena pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling 
lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah.” 
3.  Memfitnah berdasarkan Pasal 311 KUHP 
“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran 
tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang 
dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan 
bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena 
melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” 
4. Penghinaan ringan berdasarkan Pasal 315 KUHP 
“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran 
atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di 
muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu 
sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim 
atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, 
dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau 
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” 
5. Mengadu dengan fitnah berdasarkan Pasal 317 ayat (1) KUHP 
“Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau 
pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun 
untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehomatan atau nama 
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baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” 
6. Menuduh dengan memfitnah berdasarkan Pasal 318 KUHP 
“Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan 
secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan 
suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan 
palsu dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” 
Secara garis besar dapat dilihat bahwa KUHP membedakan 
tindak pidana menista dengan memfitnah. Perbedaannya dapat dilihat 
dari niat pelaku tindak pidana. Dalam hal ini memfitnah, pelaku sudah 
mengetahui bahwa tuduhan yang ditujukan kepada orang lain adalah 
tidak benar. Dalam hal menista, penghinaan yang dilakukannya itu benar 
seperti pada kenyataannya. Meskipun keduanya menimbulkan akibat 
yang sama, yaitu sama-sama merusak nama baik orang lain, namun 
unsur kesengajaan dari perbuatan itu berbeda.  
Bobot kesalahan dari perbuatan memfitnah juga jauh lebih besar 
daripada menista. Hal ini disebabkan karena dalam perbuatan memfitnah 
pelaku telah mengetahui bahwa tuduhannya tidak benar, sehingga 
terdapat unsur kesengajaan (dolus) dalam perbuatan memfitnah, dengan 
begitu sanksi hukum dari perbuatan memfitnah lebih berat dibandingkan 
dengan sanksi hukum dari perbuatan menista. Menurut Pasal 311 KUHP, 
tindak pidana memfitnah dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 
empat tahun, sedangkan menista menurut Pasal 310 KUHP dikenakan 
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sanksi pidana penjara maksimal 9 (sembilan) bulan. Sanksi ini ditentukan 
berdasarkan bobot kesalahan dari kejahatan yang dilakukan. Tindak 
pidana awalnya berisi larangan terhadap perbuatan. Dalam hukum 
pidana Indonesia dikenal istilah delik omisi. Delik-delik omisi larangan 
ditujukan kepada tidak diturutinya perintah.57 Suatu perintah, akan 
menjadi sebuah kewajiban manakala pemerintah tersebut terkait dengan 
norma hukum. Dengan demikian norma hukum pidana berisi tentang 
suruhan untuk melakukan sesuatu. 
Kalangan pers yang tidak ingin menggunakan KUHP dalam 
penyelesaian sengketanya, biasanya mengategorikan pencemaran nama 
baik sebagai bentuk pelanggaran kewajiban pers yang diatur dalam 
Pasal 5 ayat (1) UU Pers. Secara implisit aturan pencemaran nama baik 
tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pers yang berbunyi, “Pers nasional 
berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati 
norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas 
praduga tak bersalah.” 
Dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Pers, terkandung 
maksud bahwa pers dalam melaksanakan perannya harus 
mengedepankan: 
1. Norma-norma agama; 
2. Rasa kesusilaan masyarakat; dan 
3. Asas praduga tak bersalah. 
                                                 
57 Chairul Huda, Op.cit., hlm. 30. 
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Menurut Wina Armada, asas praduga tak bersalah adalah asas 
yang menyatakan bahwa sebelum tersangka dinyatakan bersalah oleh 
keputusan hakim yang tetap, ia harus tetap dianggap dan diperlakukan 
sebagai orang yang tidak bersalah.58  
Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 
setiap orang tidak boleh melakukan penghakiman maupun membuat 
penyangkaan terhadap seseorang Terdakwa atau Tersangka yang masih 
berada dalam proses peradilan sebelum ia diputuskan bersalah oleh 
hakim. Agar tidak melanggar asas praduga tak bersalah, pers harus 
memerhatikan faktor intern seperti investigasi, verifikasi, check and 
balances, dan cover both side, agar berita yang disampaikan kepada 
masyarakat didukung fakta yang benar. 
Pasal 5 UU Pers merupakan bagian dari asas, fungsi, hak, 
kewajiban dan peranan pers. Pasal 5 UU Pers lebih dari kewajiban pers 
dan merupakan hak masyarakat yang dirugikan. Berita yang tidak 
menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta 
asas praduga tak bersalah dapat dikategorikan sebagai berita yang 
melanggar kewajiban pers. Apabila berita yang disajikan oleh pers 
bersinggungan dengan nama baik seseorang dan substansinya tidak 
menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat serta 
                                                 
58 E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dsn Penerapannya, 
Jakarta, Storia Grafika, hlm.27. 
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asas praduga tak bersalah, maka dapat berpeluang mencemarkan nama 
baik orang yang diberitakan. 
B. Pihak yang BertanggungJawab Terhadap Pencemaran Nama Baik 
Melalui di Koran 
“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas peraturan 
perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”, begitu bunyi Pasal 1 
ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dasar daripada 
dipidananya pelaku adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen 
straf zonder shculd). 
Pertanggungjawaban pidana tidak dapat terlepas dari perbuatan 
pidana. Orang melakukan tindak pidana sehingga ia harus 
bertanggungjawab untuk dipidana. Dalam menjatuhkan pidana, unsur 
tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi. 
Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan 
itu terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam 
peraturan pidana yang berlaku. Perbuatan pidana tidak selalu dapat 
dijatuhi pidana meskipun seseorang terbukti melakukan suatu perbuatan 
pidana. Hal ini dikarenakan adanya pertanggungjawaban pidana yang 
tidak hanya melihat perbuatannya saja melainkan melihat unsur-unsur 
kesalahannya juga. 
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Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian 
perbuatan yang diletakkan pada sanksi pidana.59 Suatu tindak pidana 
dapat dikenakan sanksi secara sah jika telah ada aturannya. Dasar 
adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat 
dipidannya pelaku tindak pidana adalah kesalahan. Sebelum 
mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, undang-
undang harus lebih dahulu menetapkan perbuatan yang dilakukannya 
sebagai tindak pidana. Artinya, pelaku tindak pidana hanya akan dipidana 
jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. 
Adapun unsur-unsur kesalahan tersebut dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
1. Kemampuan Bertanggungjawab 
Syarat utama pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan 
bertanggungjawab yang sebenarnya secara eksplisit tidak diatur dalam 
KUHP. Akan tetapi, kemampuan bertanggungjawab ini secara implisit 
tertuang dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “barang siapa 
melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 
padanya, disebabkan karena jiwanyanya cacat dalam tubuhnya 
(gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke 
storing), tidak dipidana.” 
Dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut dapat dilihat 
bahwa kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari dua faktor, 
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yaitu faktor akal yang dapat diartikan sebagai pikiran pelaku apakah  
dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dengan yang 
tidak boleh dilakukan. Kedua, faktor kehendak yang melihat hubungan 
antara kesesuaian tingkah laku dengan kesadaran atas perbuatan itu, 
kesalahan tidak dapat memiliki pertanggungjawaban pidana apabila 
pelaku dari perbuatan pidana itu tidak mampu menentukan kehendak 
menurut kesadaran tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh 
dilakukan. 
2. Dengan Sengaja (Opzet) Atau Karena Kealpaan (Culpa) 
Definisi dari kesengajaan dapat dilihat dari dua teori yang saling 
berkaitan, yaitu Teori Kehendak dan Teori Pengetahuan. Kesengajaan 
menurut Teori Kehendak adalah kehendak yang diarahkan pada 
terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan undang-undang. 
Kesengajaan menurut Teori Pengetahuan, untuk membuktikan adanya 
kesengajaan dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu adanya 
hubungan kausal dalam batin Terdakwa antara motif dan tujuan, atau 
pembuktian adanya kesadaran terhadap yang dilakukan beserta 
akibat.60 
Dari kedua Teori Kehendak dan Teori Pengetahuan sebenarnya 
tidak menunjukkan perbedaan dari perbuatan yang dilakukan oleh 
pelaku. Kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan 
                                                 
60 Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan ke-6, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 172-
173. 
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harus ada kehendak untuk berbuat. Perbedaan dari keduanya adalah 
hanya dalam peristilahannya saja, karena orang tak bisa menghendaki 
(ada kehendak) akibat melainkan hanya dapat membayangkannya 
(ada pengetahuan). 
Kealpaan dapat dikatakan merupakan kebalikan dari 
kesengajaan. Kealpaan menjadi salah satu unsur kesalahan jika 
keadaan akibat kealpaan itu membahayakan keamanan orang atau 
barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang 
sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, 
undang-undang juga bertindak terhadap larangan sikap karena tidak 
hati-hati. Dapat disimpulkan bahwa suatu tindak pidana diliiputi 
kealpaan, apabila perbuatan yang dilakukan karena kurang hati-hati. 
3. Tidak Ada Alasan Pemaaf 
Alasan pemaaf merupakan hal-hal yang berkaitan dengan 
penghapusan pidana yang diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, 
Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Pasal-pasal tersebut mengatur hal-hal 
yang menghapuskan pengenaan pidana, yaitu: tidak mampu 
bertanggungjawab, daya paksa (overmacht), pembelaan paksa, 
ketentuan undang-undang dan perintah jabatan yang sah. Alasan 
pemaaf ini akan menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap 
seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Suatu tindak pidana 
yang tidak terdapat didalamnya alasan pemaaf, maka perbuatan itu 
memenuhi unsur kesalahan. 
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Apabila suatu tindak pidana telah memenuhi ketiga persyaratan 
tersebut di atas, maka perbuatan itu telah memenuhi unsur-unsur 
kesalahan sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi 
merupakan suatu akibat atau konsekuensi yang harus diterima pelaku 
tindak pidana sebagai bentuk pertanggungawabannya dalam koridor 
hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, dikenal dua macam sanksi 
pidana, yaitu sanksi penjara dan denda. Apabila melihat Pasl 18 UU Pers 
terdapat 2 (dua) jenis sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku yang 
melakukan tindak pidana atau perbuatan hukum di bidang pers. Kedua 
sanksi pidana yang diatur dalam UU Pers, yaitu: 
1. Sanksi pidana penjara diterapkan bagi orang yang menghalang-halangi 
kemerdekaan pers (Pasal 18 ayat (1) UU Pers). 
2. Sanksi pidana denda bagi orang yang menghalang-halangi 
kemerdekaan pers (Pasal 18 ayat (1) UU Pers) dan bagi perusahaan 
pers yang melanggar kewajibannya (Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU 
Pers). 
Terkait pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam UU Pers, 
dapat dilihat bahwa UU Pers mengenal dua subjek hukum, yaitu manusia 
dan badan hukum (perusahaan pers). Ketentuan ini diatur dalam pasal 18 
UU Pers, yang berbunyi: 
1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan 
tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan 
ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana 
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penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat 
(2) UU Pers, serta pasal 13 dipidana dengan denda paling banyak Rp. 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 
12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah). 
Dari ketentuan pasal di atas, dapat dilihat bahwa subjek hukum 
yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana dari 
Pasal 18 ayat (1) UU Pers adalah hanya satu orang, bukan beberapa 
orang ataupun bukan subjek hukum yang merupakan korporasi. Manusia 
sebagai subjek hukum dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers hanya 
diberlakukan terhadap pelanggaran dari Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU 
Pers. Subjek hukum manusia dalam UU Pers hanya diberlakukan bagi 
orang yang menghalang-halangi kemerdekaan pers yaitu, penyensoran, 
pembredlan atau pelanggaran penyiaran seperti yang diatur dalam Pasal 4 
ayat (2) UU Pers dan menghalangi kemerdekaan untuk menjalankan 
haknya untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan 
informasi seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pers. 
Mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pers, subjek hukum 
yang dimaksudkan dalam UU Pers adalah korporasi. Pihak yang ditunjuk 
sebagai penanggungjawab dari tindak pidana yang dilakukan oleh pers 
adalah bidang usaha dan bidang redaksi. Ketentuan ini terdapat dalam 
penjelasan pasal 18 ayat (2) UU Pers, dalam hal pelanggaran kewajiban 
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yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 UU Pers 
yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili 
oleh penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 
12 UU Pers. 
Pertanggungjawaban korporasi ini juga berlaku terhadap 
pelanggaran Pasal 9 ayat (2) UU Pers dan Pasal 12 UU Pers 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pers, penjelasan 
Pasal 12 UU Pers berbunyi, “yang dimaksud dengan ‘penanggungjawab’ 
adalah penanggungjawab persahaan pers yang meliputi bidang usaha dan 
bidang redaksi.” Dalam UU Pers, pertanggungjawaban tindak pidana 
akibat pemberitaan pers diberikan kepada perusahaan pers dalam hal ini 
korporasi. Tanggungjawab korporasi dalam UU Pers, apabila tindak pidana 
yang dilakukan oleh dan atas nama perusahaan, yang bertanggungjawab 
adalah pengurusnya.  Penjelasan dari pasal 12 dan Pasal 18 ayat (2) UU 
Pers jelas menunjukkan bahwa subjek hukum dari UU Pers adalah badan 
hukum perusahaan pers (korporasi) yang diwakili oleh bidang usaha dan 
bidang redaksi. 
Apabila melihat paragraf selanjutnya dari penjelasan Pasal 18 ayat 
(2) UU Pers berbunyi, “selama menyangkut pertanggungjawaban pidana, 
menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Artinya 
bahwa, UU Pers memberikan peluang untuk digunakannnya KUHP dalam 
menyelesaikan kasus pers yang berhubungan dengan tindak pidana. 
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Apabila mengacu kepada KUHP, pelaku perbuatan pidana pada 
prinsipnya hanya manusia atau orang karena dalam hukum pidana dikenal 
asas “siapa yang berbuat, maka ia yang bertanggungjawab.” Oleh karena 
itu, dalam suatu tindak pidana yang pelakunya adalah pers bukanlah 
badan hukum (perusahaan pers) yang harus dimintai pertanggungjawaban 
melainkan orang-orang yang berkedudukan sebagai pengurus dari badan 
hukum (perusahaan pers). 
Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, sebenarnya 
terdapat tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak 
pidana:  
1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang 
bertanggungjawab. 
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab. 
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. 
Apabila diperhatikan ketiga konsep tentang pertanggungjawaban 
pidana korporasi ini, maka UU Pers telah mengatur secara jelas mengenai 
pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ini 
merupakan penghalusan dan pendalaman doktrin vicarious liability 
(pertanggungjawaban vikarius) atau seseorang bertanggungjawab atas 
tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Doktrin ini mensyaratkan 
adanya pembuktian yang jelas terkait hubungan subordinasi antara 
pemberi kerja (employer) dan orang yang melakukan tindak pidana. 
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Mengenai corporate crime, banyak menimbulkan pro dan kontra di 
kalangan ahli hukum khususnya hukum pidana.61 Doktrin yang 
berkembang dalam hukum pidana yaitu doktrin universitas delinquere non 
potest (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana). Doktrin ini 
dipengaruhi pemikiran, bahwa korporasi dalam hukum pidana hanya fiksi 
hukum yang tidak mempunyai mind, sehingga tidak mempunyai suatu nilai 
moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana (unsur 
kesalahan). Padahal suatu tindak pidana mensyaratkan adanya kesalahan 
(mens rea) selain adanya perbuatan (actus reus). 
Vicarious lability menjadi bentuk penyimpangan dari asas 
universitas delinquere non potest dan penyimpangan atas asas kesalahan. 
Penyimpangan ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam 
menetapkan perusahaan pers sebagai subjek hukum seperti yang diatur 
dalam Pasal 18 ayat (2) dan 18 ayat (3) UU Pers. UU Pers tidak 
menyebutkan secara jelas bahwa tindak pidana dilakukan oleh korporasi, 
namun pembebanan pertanggungjawaban secara jelas ditujukan kepada 
perusahaan pers. Penjatuhan hukuman terhadap korporasi sebagai subjek 
hukum secara jelas diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU Pers, yang 
menyebutkan perusahaan pers sebagai pelanggar.  
Untuk membebankan tanggungjawab pidana pencemaran nama 
baik di koran, korporasi diwakili oleh bidang usaha dan bidang redaksi. 
                                                 
61 Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, Pertanggungjawaban Korporasi, 
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban_korporasi. 
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Padahal suatu tindak pidana pencemaran nama baik harus ada 
pembuktian di pengadilan mengenai kesalahan dari perbuatan 
pencemaran nama baik tersebut, bahwa perbuatan itu sungguh-sungguh 
dilakukan dengan sengaja (opzet) dilakukan karena lalai (culpa). 
Kesalahan ini akan sulit diterapkan kepada korporasi karena kesalahan 
terdiri dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan dan 
tidak ada alasan pemaaf. 
Korporasi tidak dapat memenuhi unsur kesalahan karena kesalahan 
hanya dapat diterapkan kepada manusia untuk memenuhi unsur 
kemampuam bertanggungjawab. Korporasi bukan manusia karena 
korporasi tidak memiliki jiwa dan sulit mengetahui niat dan 
kedewasaannya. Kemampuan bertanggungjawab hanya dapat diterapkan 
kepada orang yang dianggap sudah dewasa kecuali ada kondisi tertentu. 
Mengenai pertanggungjawaban korporasi yang diwakili oleh 
bidang usaha dan bidang redaksi, sebaiknya terlebih dahulu dilihat tugas 
dari keduanya dalam proses penerbitan sebuah berita. Hal ini dilakukan 
untuk menentukan subjek hukum UU Pers mengingat bahwa UU Pers 
tidak mengatur jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pers, apabila 
suatu upaya penyelesaian sengketa pers menggunakan KUHP (melalui 
pengadilan) bukan dengan UU Pers (melalui hak jawab dan hak koreksi), 
maka subjek hukumnya harus pula ditetapkan berdasarkan  KUHP. 
Perlu diingat bahwa menurut Pasal 59 KUHP, subjek hukum hanya 
orang-perseorangan (person). Badan hukum dalam KUHP tidak dipandang 
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sebagai subjek hukum pidana. Jika penyelesaian sengketa pers merujuk 
pada KUHP, maka perusahaan pers tidak dapat dituntut secara pidana. 
Apabila pengurus korporasi melakukan tindak pidana dalam rangka 
mewakili atau dilakukan untuk dan atas nama korporasi, maka 
pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya kepada pengurus yang 
melakukan tindak pidana itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 KUHP yang 
berbunyi: “dalam hal-hal mana pelanggaran ditentukan pidananya 
diancamkan kepada pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau 
komisaris-komisaris, maka tidak dipidana pengurus, anggota badan 
pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur tangan 
melakukan pelanggaran”. 
Dari Pasal 59 KUHP dapat diketahui bahwa suatu tindak pidana 
tidak mungkin dilakukan oleh korporasi tetapi dilakukan  oleh pengurusnya. 
Pasal 59 KUHP ini hanya berlaku untuk tindak pidana merupakan 
pelanggaran, bukan untuk kejahatan. Sebagai konsekuensinya, maka 
pengurus itu pula dibebani pertanggungjawaban pidana sekalipun 
pengurus dalam melakukan perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama 
korporasi atau untuk kepentingan korporasi, atau bertujuan untuk 
memberikan manfaat bagi korporasi dan bukan bagi pribadi pengurus.62 
Begitu juga halnya dengan berita yang bermuatan pencemaran 
nama baik di koran terjadi setelah adanya kerjasama pihak-pihak yang 
bertugas dalam mempublikasikan berita. Berita yang dimuat dalam koran 
                                                 
62 Sultan Remy Sjahdeini, Op.cit., hal 30. 
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bukan merupakan produk secara individu, namun dilatarbelakangi dan 
disertai dengan akibat yang kompleks. Sebelum berita dipublikasikan 
kepada masyarakat, sebuah berita harus melewati beberapa tahapan, 
yaitu penulisan, percetakan dan pengedaran. Dari tahapan ini dapat dilihat 
peran masing-masing pihak yang terlibat dalam publikasi berita sehingga 
peran ini akan menetukan kadar pertanggungjawaban dan siapa yang 
seharusnya  mempertanggungjawabkan ketika terjadi permasalahan akibat 
berita yang telah disajikan.  
Adapun ketiga proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahap Penulisan 
Proses ini terdiri dari penulisan, penggambaran, pengarangan 
bahasa dan pemotretan gambar. Pada proses ini pihak yang terlibat 
adalah bagian redaksi yang terdiri dari wartawan, redaksi/redaktur 
(redaktur naskah, redaktur berita, dan redaktur halaman) dan pimpinan 
redaksi. Tugas bagian redaksi dalam proses ini adalah meliputi, 
menyusun, menulis, atau menyajikan informasi berupa berita, opini, 
atau feature. Bagian redaksi menjadi sisi ideal koran yang 
menjalankan visi, misi, atau idealisme media, karena semua berita 
bersumber dari ide mereka. Orang-orang yang berperan dalam proses 
penulisan berita adalah : 
a. Wartawan Sebagai Pencari Berita. 
Dalam kegiatan pencarian berita, wartawan akan terjun 
langsung ke lapangan untuk memperoleh suatu berita. Berita yang 
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terdapat dalam koran merupakan hasil kerja dari wartawan, karena 
tanpa kehadiran wartawan berita tidak akan ada. Wartawan adalah 
penentu utama dari isi berita, sehingga wartawan memiliki 
tanggungjawab penuh atas tulisannya. Melihat peran wartawan 
yang begitu besar dalam menentukan berita, maka wartawan 
dapat disebut sebagai orang yang melakukan (pleger) apabila 
berita itu mengandung unsur-unsur tindak pidana. Namun, apabila 
berita itu dimuat tanpa melibatkan dan tanpa persetujuan 
wartawan, maka ia dapat menghindar dari pertanggungjawaban 
pidana. Hal ini sesuai dengan pendapat Marhaban Zainun, bahwa 
penulis/wartawan yang tulisannya dan gambar/fotonya disiarkan 
tanpa persetujuan atau sepengetahuan mereka, tidak dapat 
dipersalahkan akan akibat yang dapat dihasilkan dari karya 
mereka tersebut.63 
b.  Redaktur yang Menerima Naskah Berita Untuk di Edit. 
Dalam perusahaan koran besar, redaktur dibedakan lagi 
menjadi redaktur berita, redaktur naskah dan redaktur halaman. 
Redaktur berita (news editor), sebagai editing akhir berita 
dikerjakan serta halaman didesain dan headlines ditulis. Redaktur 
naskah (copy editors), sebagai penyempurna yang mengecek 
keabsahan informasi, termasuk ejaan nama dan akurasi berbagai 
                                                 
63 Djoko Prakoso, 1989, Perkembangan Delik Pers & Indonesia, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 
138. 
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keterangan, dan membuat headlines. Redaktur halaman penentu 
penempatan berita pada halaman koran sesuai format pada koran 
tersebut. Melihat tugas dari redaktur halaman, maka dalam hal 
berita yang bermuatan pencemaran nama baik ia dapat 
dipertanggungjawabkan sebagai pembantu pelaku kejahatan 
(medeplichtige). Pada kondisi tertentu, redaktur (baik reaktur berita 
maupun redaktur naskah) tidak mengadakan perubahan-
perubahan apapun atas tulisan yang dibuat oleh wartawan apabila 
tulisan itu dinilai sudah layak  publikasi. Pada kondisi lain, redaktur 
juga berposisi sama seperti wartawan yang ikut mencari berita dan 
menulis berita untuk dipublikasikan.  
Mengenai pertanggungjawaban pidana redaktur, ia dapat 
berkedudukan turut serta melakukan/peserta pelaku (medepleger) 
karena redaktur adalah orang yang menentukan apa yang 
dipublikasikan dalam koran. Kedudukan sebagai turut serta 
melakukan/peserta (medepleger), ini juga berlaku hanya apabila 
redaktur  tidak melakukan perubahan atas tulisan yang 
diterimanya dari wartawan. 
c.  Redaktur Pelaksana yang Memerintahkan Wartawan Mencari 
informasi. 
Redaktur pelaksana memimpin langsung aktivitas 
peliputan dan pembuatan berita oleh para reporter dan editor. 
Melihat tugas dari redaktur pelaksana, maka dalam hal berita yang 
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bermuatan pencemaran nama baik ia dapat dipertanggung-
jawabkan sebagai orang yang menyuruh melakukan (doen pleger). 
Namun maksud dari menyuruh dalam peran redaktur pelaksana, 
bukan menyuruh wartawan meliput berita pencemaran nama baik. 
Redaktur pelaksana hanya menjalankan tugasnya berdasarkan 
keputusan dari hasil rapat redaksi. Perintah yang diberikan oleh 
redaktur pelaksana kepada wartawan hanya berisi peliputan isu 
yang aktual berdasarkan hasil keputusan rapat redaksi. 
Selanjutnya isi dari tulisan ditentukan oleh wartawan tergantung 
apa yang ia temukan di lapangan. Berdasarkan penjelasan 
tersebut, maka redaktur pelaksana dapat berkedudukan sebagai 
orang yang turut melakukan (mededader). 
Ketika terdapat berita yang bermuatan pencemaran nama baik 
dan merugikan pihak lain, sudah jelas mereka yang berkedudukan di 
bagian redaksilah yang mula-mula harus bertanggungjawab terhadap 
berita itu. Mereka tentu akan mengetahui secara persis isi berita yang 
dimuat dalam sebuah koran. Tanggungjawab dari redaksi ini diatur 
dalam pasal 55 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: 
“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana, 
mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut 
serta melakukan perbuatan. Kecuali mereka dapat membuktikan 
bahwa tulisan atau gambar yang dijadikan berita tersebut dibuat 
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dalam keadaan terpaksa seperti yang diatur dalam Pasal 48 KUHP, 
maka tidak dipidana.” 
2.  Tahap Pencetakan 
Pertanggungjawaban percetakan diatur dalam Pasal 62 ayat 
(1) dan Pasal 82 KUHP. Pasal 62 ayat (1) berbunyi:  
“Jika kejahatan dipergunakan dengan mempergunakan percetakan 
maka pencetak (drukker) sebagai demikian tidak dituntut jika pada 
barang cetakan itu disebutkan nama dan tempat tinggal pencetak dan 
orang yang menyuruh mencetak sudah diketahui atau pada waktu 
diberi peringatan pertama kali sesudah penuntutan mulai berjalan 
diberitahukan oleh pencetak.” 
Sedangkan dalam Pasal 484 KUHP disebutkan bahwa: 
“Barangsiapa mencetak tulisan atau gambar yang merupakan 
perbuatan pidana, diancam dengan pidana paling lama satu tahun 
atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika: 
(1) Orang yang menyuruh cetak barang tidak diketahui dan setelah 
ditentukan penuntutan, pada teguran pertama tidak diberitahukan 
olehnya; 
(2) Pencetak mengerti atau seharusnya menduga, bahwa orang yang 
menyuruh cetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut, atau 
menetap di luar Indonesia. 
Melihat kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pencetak dapat bertanggungjawab apabila: 
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a. Tidak mencatumkan nama dan alamatnya pada barang yang 
dicetaknya. 
b. Tidak mengetahui atau tidak memberitahukan apabila terdapat 
teguran perintah perkara itu di muka hakim. 
Mengenai pertanggungjawaban pidana pencetak apabila 
terdapat berita yang bermuatan pencemaran nama baik di koran yang 
ia cetak, maka kedudukannya adalah sebagai pembantu dalam 
melakukan tindak pidana (medeplechtige). 
3. Tahap Pengedaran 
Pengedar yang dimaksud di sini adalah toko-toko, agen, loper 
koran dan lain sebagainya yang dapat dituntut berdasarkan delik 
penyebaran seperti termuat dalam Pasa 155, 157, 208 dan 137 KUHP. 
Terdapat pengecualian, apabila pengedar tidak mengetahui bahwa 
koran yang diedarkannya merupakan hasil dari tindak pidana. Hal ini 
sesuai dengan asas geen straf  zonder schuld (tiada pidana tanpa 
kesalahan). Menurut Sutan Remy Sjahdeini asas ini mengandung arti 
bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana 
karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan 
perbuatan menurut undang-undang pidana merupakan tindak pidana, 
telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja dan bukan 
karena kelalaiannya.64 
                                                 
64 Ibid, hlm. 33. 
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Melihat proses publikasi berita, dapat diketahui bahwa peran 
redaksi begitu besar dalam proses publikasi berita di koran. 
Kewenangan pemimpin redaksi merupakan kewenangan penuh, 
karena tulisan dari para wartawan yang akan dipublikasikan harus 
melewati tahap uji kelayakan dari pemimpin redaksi. 
Publikasi sebagai salah satu unsur delik pers, dapat 
dihubungkan dengan peran pemimpin redaksi sebagai menyeleksi 
informasi apa saja yang akan dimuat dalam koran. Dengan kata lain 
suatu berita itu baru bisa dipublikasikan jika ada persetujuan pemimpin 
redaksi. Persetujuan dapat diartikan sebagai kesengajaan Pemimpin 
Redaksi untuk mempublikasikan suatu berita. Jika pemimpin redaksi 
menganggap berita itu tidak perlu dipublikasikan, meskipun suatu 
berita ada muatan pencemaran nama baik, maka berita itu belum 
disebut dengan delik pers. 
Apabila dilihat dari perannya, pemimpin redaksi dapat 
dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku (pleger). 
Apabila melihat siklus kerja news room dari koran, pemimpin redaksi 
menerima langsung hasil kerja redaksional berbagai redaksi yang 
dipimpinnya. Meskipun ia tidak secara langsung berhubungan dengan 
wartawan, namun hasil kerja dari berbagai redaktur akan diserahkan 
kepadanya. Ia kemudian akan mengecek dan atau dapat mengubah isi 
dari tulisan yang diterimanya. 
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Pada kondisi tertentu, pemimpin redaksi dapat berposisi 
sebagai turut serta melakukan perbuatan kejahatan (medepleger). 
Posisi sebagai turut serta melakukan perbuatan (medepleger) ini 
terjadi apabila tulisan yang dipublikasikan dalam sebuah koran 
menyebutkan nama penulis aslinya (berupa hasil karya orang lain) dan 
pada saat menerima tulisan tersebut pemimpin redaksi tidak 
melakukan perubahan dari tulisan aslinya. 
Jika dilihat dari peran masing-masing subjek dalam proses 
publikasi berita di koran, maka pertanggungjawaban pidana menurut 
perspektif UU Pers menjadi permasalahan apabila upaya penyelesaian 
sengketa yang timbul akibat berita yang bermuatan pencemaran nama 
baik diselesaikan melalui pengadilan pidana. Penanggungjawab 
menurut UU Pers adalah korporasi yang diwakili oleh bidang usaha 
dan bidang redaksi, sedangkan menurut KUHP semua pihak yang 
terlibat dalam proses publikasi harus dikenai pertanggungjawaban 
pidana menurut asas penyertaan dan asas kesalahan. Ketika 
penyelesaian sengketa yang timbul akibat pemberitaan pers yang 
bermuatan pencemaran nama baik dipilih melalui upaya hak jawab 
dan hak koreksi seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 dan angka 
12 serta Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) maka pertanggungjawabannya 
adalah pertanggungjawaban korporasi yang diwakili oleh bidang usaha 
dan bidang redaksi. Namun apabila upaya penyelesaian sengketa 
pemberitaan pers yang bermuatan pencemaran nama baik 
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diselesaikan melalui jalur pengadilan pidana, maka 
pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan adalah 
pertanggungjawaban perseorangan menurut asas penyertaan dan 
asas kesalahan. Kedua asas tersebut menjadi landasan untuk 
mempertanggungjawabkan wartawan, redaktur/redaksi yang meliputi; 
redaktur naskah, redaktur berita dan redaktur pelaksana, pimpinan 
redaksi, dan pencetak apabila terdapat berita yang memenuhi unsur-
unsur pencemaran nama baik di koran telah dimuat. 
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BAB V 
P E N U T U P 
 
A.  Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perbuatan menulis dan mempublikasikan berita yang mengandung 
unsur pencemaran nama baik di koran merupakan suatu tindak 
pidana, karena telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikatakan 
sebagai tindak pidana. Konsep tindak pidana pencemaran nama baik 
dalam berita di koran adalah tulisan yang bersifat melawan hukum 
yang memiliki kerterkaitan yang utuh antara pikiran dan perasaan yang 
menghina seseorang yang dilakukan dengan orang yang dicetak dan 
dipublikasikan ke masyarakat sehingga menimbulkan kerugian 
terhadap orang yang diberitakan. Adapun unsur-unsur tindak pidana 
pencemaran nama baik dalam berita di koran adalah: 
a. Merupakan pernyataan melalui tulisan yang berhubungan dengan 
kehormatan dan nama baik seseorang 
b. Bersifat melawan hukum 
c. Mengandung unsur niat/kesalahan 
d. Dipublikasikan kepada masyarakat melalui tulisan di koran 
e. Menimbulkan kerugian pada orang yang nama baiknya tercemar 
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2. Berita yang dimuat di koran bukan merupakan produk secara individu, 
melainkan dilatarbelakangi dan disertai dengan akibat yang kompleks. 
Dalam menentukan subjek hukum tindak pidannya, yang harus 
diberlakukan adalah asas kesalahan dan asas penyertaan. Oleh 
karena itu, subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban 
pidana terhadap berita yang bermuatan pencemaran nama baik 
adalah wartawan, redaksi, pimpinan redaksi, dan pencetak. 
B.  Saran 
Dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan 
Indonesia (KEJ-PWI) yang telah diatur tentang kewajiban pers dalam 
memberitakan suatu peristiwa dengan menghormati norma-norma 
agama, rasa kesusilaan, dan tidak melanggar asas praduga tak bersalah. 
Pengaturan itu belum mencakup  seluruhnya, karena aturan yang telah 
ada dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan 
Indonesia (KEJ-PWI) tidak mengatur tentang larangan publikasi berita 
yang bermuatan pencemaran nama baik. Berdasarkan hal tersebut UU 
Pers perlu direvisi agar memuat penormaan secara tegas tentang 
pencemaran nama baik sehingga tidak multitafsir.  
Dalam hal menentukan subjek hukum pertanggungjawaban pidana 
sebaiknya diberlakukan asas kesalahan dan asas penyertaan agar 
pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat diberikan sanksi 
sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Selain itu perusahaan pers harus memiiki standar prosedur terkait 
dengan teknis publikasi berita sehingga bisa diketahui mekanisme 
pertanggungjawabannya secara jelas.  
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